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Alhamdullilahirobbil aTamin, segala pujin dan syukur penulis ucapkan 

atas kehadirat Al lah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

d ^ a t menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Rasio Efektivitas 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam hal analisis rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi r i i l daerah. Efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di 

capai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat 

menc^a i tujuan atau target yang t e l ^ ditetapkan. 

Dana Alokasi Umum ( D A U ) merupakan dana yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. D A U 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, 

luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan 

masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daer^ 

yang belum berkembang dapat diperkecil. 
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Dana Alokasi Khusus selanjutnya di sebut D A K , adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membanlu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Dalam rasio kemandirian keuangan daerah. kemandirian keuangan daerah 

(otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan 
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A B S T R A K 

Eni Erliza/222006139/Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadapa Tingkat Kemandirian 
Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Selatan 

Perumusan Masalahnya adalah Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial dan 
simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan data primer 
dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode 
analisis yang di gunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang 
digunakan Korelasi Sederhana, Regresi Sederhana, Uji Hipotesis (uji t), analisis 
korelasi berganda, analisis regresi linear berganda, Uji F(Secara bersama). Tempat 
penelitian dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro 
Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan 
Kapten A. Rivai Palembang 30128. 

Hasil anaiisis menunjukkan bahwa Secara parsial disimpulkan bahwa variabel 
rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan 
terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana 
alokasi umum (DAU) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat 
kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) 
berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan 
Daer^ pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara 
simultan dapat disimpulkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai 
pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemadirian Keuangan Daerah pada 
11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Kata Kunci : Tingkat Kemadirian Keuangan Daerah ,rasio Efektivitas Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK). 
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A B S T R A C T 

Eni Eriiza /222006/139 The Effect o f Regional Income Effectiveness Ratio. The 
General Allocation Fund and Special Allocation Fund on the Independence Level 
o f Local Finance at District Administration in South Sumatera. 

The purpose of this study were to analyze and to get empirical evidence o f the 
effect of Regional Income Effectiveness. The general allocation fund and the 
special allocation fund partially and simultaneously of the independence level of 
local finance at district administration South Sumatera. 

This study used associative research. The of this study data used primary and 
secondary the techniques o f collecting data were and documentation. The method 
of analyzing data were quahtative and quantitative analytical techniques that used 
sample correlation. Simple regression. Hypothesis testing (t test). Multiple 
correlation analysis, multiple linear regression, hypothesis, F test (collectively). 
The study was conducted at the Provincial Government o f South Sumatera in the 
Bureau o f Finance and the Regional Asset District Secretariat of South Sumatera 
Province at Kapten A. Rivai Palembang 30120. 

The result o f study showed that it could be inferred partially that the variable of 
the regional income effectiveness ratio had positive significant effect to the 
independence level o f local finance variable thus the general allocation funds had 
positive significant effect to the independence level o f local finance. The special 
allocation fund also had positive significant effect to the independence level of 
local finance. At the eleven regencies in South Sumatera. Simultaneously, it could 
be concluded that the regional income effectiveness ratio, the general allocation 
fund and the special allocation fund had positive significant effect to the 
independence level of local finance at eleven regencies in South Sumatera. 

Keyword : Regional income effectiveness, the independence level o f local 
income, the general allocation fund, the special allocation fund. 
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B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 T ^ u n 2004 tentang 

premerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenmigan 

bidang politik luar negeri, pertahan keamanan, peradialan, moneter, fiskal, 

agama dan kewenangan lain yang di tetapkan peraturan pemerintah. Sebagai 

konsenkuesi dari kewenmigan otonomi yang luas, kesejeteraan masyarakat 

secara demokratis, adil, merata, dan kesinambungan. Kesejeteraan masyarakat 

itu bisa di penuhuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi 

daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi 

sumber keuanganya secara optimal, 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahim 2004, pemerintah 

memberikan sumber-sumber pembiayaan yang memadai melalui dana 

perimbangan, agar daerah mampu melaksanakan kewenanganya secara 

optimal. Sejalan dengan i tu, pemerintah menerapkan kebijakan tentang dana 

perimbangan sebagai berikut bahwa dana perimbar^an terdiri dari : pertama, 

bagian dari penerimaan pajak binni dan bangunan (PBB), bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan 

pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah. 
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Daerah secara proporsional, demokratis adil dan transparan dengan 

memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada 

hakikatnya mengemban tiga fimgsi utama yakni fungsi ditribusi, fungsi 

stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada 

umumnya lebih efektif dan tepat di laksanakan pemerintah, sedangkan fungsi 

alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, 

dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat 

penting sebagai landasan dalam penentuan dasar perimbangan keuangan 

antara pemerintah dan pemerintahan daerah. 

Dalam mengelola sumber daya keuangan, pemerintah daerah harus 

lebih tanggap dan mengerti karena dalam perekonomian moderen laporan 

keuangan sudah merupakan media penting yang sering dipakai untuk kondisi 

kesehatan lembaga atupun dinas di pemerintahan dimana laporan keuangan ini 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

pertumbuhan posisi keuangan suatu dinas yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalmn mengambil keputusan. Laporan keuangan hanya mampu 

memberikan informasi akutansi yang bersifat kuantitatif dan moneter, 

sedngkan informasi kualitatif dan kuantitatif non moneter tidak dapat secara 

langsung disajikan dalam laporan keuangan, maka dapat di can sumber lain 

atau dengan mendapat informasi yang lebih optimal melalui analisa rasio 

keuangan atau dengan bantuan alat-alat analisis. 

Menurut Abdul Halim (2007:232), analisis rasio keuangan dapat 

dikatakan dengan dua jenis perbandingan yaitu pertama, analisis 
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membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang. 

Kedua analisis dapat membandingkan rasio dinas pendapatan daerah dengan 

dinas pendapatan daerah lainnya yang potensi daerahnya relatif sama untuk 

dilihat bagaimana posisi rasio keuangan. Rasio keuangan dapat di 

kembangkan berdasarkan data keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi 

Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Keserasian, Debt Service Converage Ratio dan Rasio Pertumbuhan. 

Menurut Mardiasmo (2002:13), dalam hal anaiisis rasio efektivitas 

yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 

PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan 

berdasarkan potensi r i i l daerah. Efektivitas merupakan hubungan antara 

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Kegiatan operasional 

dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Nurcholis (2005:107), Dan Alokasi Umum ( D A U ) 

merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. D A U dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan 

geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, 

sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum 

berkembang dapat diperkecil. 
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Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan pemenntah pusat dan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus 

selanjutnya di sebut D A K , adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. 

Menurut Abdul Hal im (2007:232), Daiam rasio kemandirian keureigan 

daerah, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. 

Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari 

otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing 

daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. 

begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah 

diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian 

keuangan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besamya PAD yang 

diperoleh oleh tiap Pemkab/pemkot. Semakin besar PAD dibandingkan 

dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Perakab/Pemkot 

tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan poin utama 

dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daer^. Oleh karena itu, perlu 

dilihat efektifitas PAD tersebut dei^an membandii^kan antara PAD yang di 
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anggarakan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber 

pembiayaan yang memang benar-benar di gali dari daerah itu sendiri sehingga 

dapat mencerminkan kondisi rill daerah. Jika nantinya slruktur PAD sudah 

kual, boleh di katakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan 

yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang 

mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus serta berbagai bentuk transper lainnya dari 

Pemerintah Pusat semestinya hanya bersipat pendukung bagi pelaksanaan 

pemerintah dan pembanguana di daerah. Sehingga tingkat ketergantungan 

daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin 

kecil. Dengan semakin kecil tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu 

daerah dapat di katakana mandiri. 

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah 

untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk 

pembangunan sarana dan prasarana publik (puhiic services). Pembangunan 

tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari 

sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 15 (lima 

belas) Pemerintah Kabupaten/Kota beserta perangkat DPR Daerah. 

Pemerintidi Kabupaten dan Kota membawahi pemerintah kecamatan dan 

desa/kelurahan. Setiap pemerintahan kota/kabupaten memiliki keadaan 

perekonomian berbeda-beda. Berikut ini ringkasan sumber penerimaan daerah 

masing-masing kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan. 
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Tabel 1.1 
Realisasi A B D Kabupaten/Kota 

Tahun 2009 

Kondisi PAD DAU DAK 
Pendapatan daerah 

K.ao.i_.anai A A fif\f\ f\f\f\ r\AA l \ l \ 

44. VUV .OuV. OIH). in) 
J J J. /yU.413.000.00 AO A CO Aitrt nf\f\ fin 

4o.43a.000.000.00 
kfaVt Mil CI* 
Banyuasin 34.979.090.000,00 86.730.976.000.00 29.138.000.000.00 

Kab. Muara Enim 58.120.827.313,00 399.021321.000,00 34.656.000.000,00 
Kab. OKI 32.506.223.063,00 533.734,399.000,00 73.115.000.000,00 
Kota Palembang 

218.592.661.810,00 689.108.622.000,00 11.770.000.000,00 

Kota Pagar Alam 10.000.000.000,00 174.702.710.000,00 35.701.000.000,00 
Kota Lubuk 
Linggau 26.810.650.312,00 207.016.530.000,00 39.355.000.000,00 

Kab. Banyuasin 17.001.646.000,00 441.349.776.000,00 63.549.000.000,00 

Kab. Oku Timur 11.039.615.000,00 361.075.567.000,00 53.054.000.000,00 

Kab. Oku Selatan 6.475.290.333-92 253.291.226.000.00 43.670.000.000,00 

Kab. Oku 41.883.260.418,00 304.462.820.000,00 25.061.000.000,00 

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera 
SelatanJOIO 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sumber pendapatan daerah 

yang berasal dari PAD relatif masih kecil, sedangkan yang bersumber dari 

D A U masih mendominasi (besar) sehingga hal ini mempengaruhi kemandirian 

daerah. 

Berdasarkan uraian diatas. penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum Dan Dana alokasi Khusus Terhadap Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan". 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asl i 

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi khusus berpengaruh secara 

parsial dan simultan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ? 

C . Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini a d a l ^ untuk menganalisis dan 

mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Rasio Eektivitas Pendapatan 

Asl i Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara 

parsial dan simultan terhadap tingkat Kemandinan Keuangan Daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai 

Rasio Efektivitas Pend^atan As l i Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
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Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

mengenai Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asl i Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta pengaruhnya terhadap 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 

Bagi Almamater 

Hasi! penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagi salah satu 

referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 



B A B I I 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan Indah Febriani, 2009 yang berjudul "Analisis Rasio Keuangan Pada 

Pemerintahan Kota Palembang Dalam Menilai Kemandirian dan Efektivitas". 

Penelitian tersebut bertujuan untuk menget^ui PAD dalam rangka 

meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas dan mengetahui 

pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio 

Kemandirian. Perumusan masalahnya yaitu (1) bagaimana pengelolaan PAD 

dalam rangka meningkatkan Rasio Kemandirian dan Efektivitas, (2) 

bagaimana pengelolaan Dana Perimbangan dalam usaha meningkatkan Rasio 

Kemandirian. Kesimpulan dari penelitian adalah : 

1. Pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan rasio kemandirian dan 

efektivitas dapat dilakukan dengan cara : 

a. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi yang telah dilakukan 

1) Diadakanya Rapat Koordinasi (RAKOR 

2) Diadakannya Supervisi Mendadak (S IDAK 

b. Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, guna menambah PAD tiap 

tahunnya, belum dilaksanakan karena masih termasuk pajak pusat 

c. Memperbaiki sistem perpajakan daerah, guna menambah PAD 

dilakukan melalui revisi daerah (Perda) 

9 
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2. Pengelolaan Dana Perimbangan dalam rangka meningkatkan rasio 

kemandirian 

Pengelolaan yang dilakukan pada dana perimbangan dalam usaha 

meningkatkan rasio kemandirian ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perhitungan dana perimbangan yaitu : 

Jumlah penduduk yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan 

layanan publik disetiap daerah. 

luas wiiayah yang mencerminkan kebutuhan atau penyediaan sarana dan 

prasarana persatuan wiiayah. 

a. Indeks permaslahan konstruksi cerminan tingkat kesulitan geografis 

yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga persatuan t i t ik 

secara relatif antar daerah. 

b. Produk domestik regional bruto perkapita cerminan potensi dan 

aktivitas perekonomian suatu daerah. 

c. Indeks pembangunan manusia mencerminkan tingkat pencapaian 

kesejeteraan penduduk atau layanan dasar di bidang pendidikan dan 

kesehatan. 

Anggiat Situngkir, 2009 yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asl i Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana 

Aiokasi Khusus Terhadap Angaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab 

Sumatera Utara.Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan As l i Daerah, 
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Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengreuh terhadap 

Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan secara simultan 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan AsH Daerah, Dana Alokasi Umum 

dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 

di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara hal ini dapat di jelaskan dalam 

adjusted R2 sebesar 71,5 % variabel Belanja Modal d ^ a t dijelaskan oleh 

variabel independen yang ada yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

As l i Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

terhadap Belanja Modal sisanya sebesar 28.5% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitan ini . 

Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) yang 

berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh 

PDRB harga berlaku, tidak berpengaruh secara signifikan terhaxiap 

besamya Belanja Modal. Dengan demikian , bagi pemerintah 

Kabupaten/Kota Dana Aalokasi Umum sebagai alat pemerataan fiskal 

akibat adanya fiskal gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu 

Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (fiscal needs) dan potensi 

daerah (fiscal capacity) yang sangat menentukan pemenuhan komposisi 

Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. 



12 

B. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah (Undang-undang No32 th 2004) 

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang di maksud otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Suhab Sultan (2004:106), Otonomi yang di berikan 

kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber yang 

dimilikinya. Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi darah adalah 

untuk meningkatakan pelayanan publik (puhiic service) dan memajukan 

perekonomian daearh. Dengan demikian, era otonomi daerah merupakan 

tantangan bagi setiap daerah untuk semakin nyata memanfaatkan peluang 

kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan 

kapasitas otonomi yang d imi l ik i . 

2. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Abdul Halim (2004:96), Pendapatan Asl i Daerah 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah. 
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Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi 

Jadi Pendapatan asli daerah merupakan semua sumber 

utama penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

2) Unsur-unsur PAD 

a) Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang 

berasal dari pajak. Pada bagian lampiran dapat dilihat bahwa 

kode rekening untuk provmsi dan kabupaten/kota adalah 

berbeda. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda 

bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi 

Daerah. Menurut Undang-undang tersebut, jenis pend^atan 

pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut: 

(1) Pajak kendaraan bermotor 
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(2) Bea balik nama kendraan bermotor 

(3) Pajak bahan bakar kendraan bermotor 

(4) Pajak kendaraan diatas air 

(5) Pajak air dibawah tanah 

(6) Pajak air dipeimukaan 

(7) Retribusi daerah 

Sel^jutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : 

(a) Pajak hotel 

(b) Pajak restoran 

(c) Pajak h i b u r ^ 

(d) Pajak reklame 

(e) Pajak penerangan jalan 

(f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 

(g) Pajak parkir 

b) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersal dari retribusi. Pendapatan retribusi juga berbeda untuk 

provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2000. Untuk provinsi, jenis pendapatan in i 

meliputi objek pendapatan berikut: 

(1) Retribusi pelayanan kesehatan 

(2) Retribusi pemakaian kekayaan 
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(3) Retribusi penggantian biaya cetak peta 

(4) Retribusi pengujian k^>ai perikanan 

Selanjutnya jenis pendapatan retribusi untuk 

kabuf>aten/kota meliputi objek pendapatan berikut: 

(1) Retribusi pelayanan kesehatan 

(2) Retribusi pelayanan kesehatan 

(3) Retribusi percetakan KTP dan akte catatan sipil 

(4) Retribusi pemakaman 

(5) Retribusi parkir 

(6) Retribusi pasar 

(7) Retribusi air bersih 

(8) Retribusi pengujian kendraan bermotor 

(9) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

(10) Retribusi biaya cetak 

(11) Retribtisi pengujian ktqsal perikanan 

c) Hasil pengelolaan kekayaan m i l i k daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan mi l ik daerah yang 

dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasai dari 

pengdoiaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis 

pendapatan ini dirinci menurut objek penck^atan yang 

mencakup: 
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(1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mi l ik 

daerah/BUMD. 

(2) Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan mi l ik 

Negara/BUMN. 

(3) Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan mi l ik 

swasta atau keiompok usaha masyarakat. 

d) Lain-lain Pendapatrei Daerah y ^ g sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari lain-lain mi l ik pemda. Rekening ini disdiakan 

untuk mengakutansikan penerimaan daerah selain yang disebut 

diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 

(1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Jasa giro. 

(3) Pendapatan bunga. 

(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. 

(5) Penerimami komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh 

daerah. 

(6) Penerimarei keuangan dari selisih nilai tukar n i p i ^ 

terhadap mata uang asing. 
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C . Dana Perimbangan 

1. Pengertian Dana Perimbangan 

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Dana 

Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari A P B N 

yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) , dana alokasi 

khusus ( D A K ) , selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam 

mendanai kewengannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk 

mengurangi kesenjangan pendananaan pemerintah antar daerah. 

Jadi dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari 

penerimaan APBN yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan 

daerah dan mengurangi ketimpangan serta mengurangi kesenjatmgan 

sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah. 

Unsur-unsur Dana Perimbangan, yaitu ; 

a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 

Pemerintah menyerahkan sebagian penerimaan yang 

diperolehnya baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. 

Bagi hasil tersebut meliputi beberapa unsur penerimaan Negara, yaitu : 
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Penerimaan pertambangan minyak. 

1) Penerimaan pertambangan gas alam. 

2) Penerimaan pajak bumi dan bangunan. 

3) Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

4) Penerimaan sektor pertumbuhan umum. 

5) Penerimaan sektor kehutanan. 

6) Penerimaan sektor perikanan. 

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: 

1) Pajak bumi dan baguanan (PBB). 

2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

3) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri. 

Dan bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu : 

1) Kehutanan 

2) Pertambangan umum 

3) Perikanan 

4) Pertambangan minyak bumi 

5) Pertambangan gas alam 

6) Pertambangan panas bumi 
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b. Dana alokasi umum 

Dana alokasi umum ( D A U ) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang diaplikasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keumigan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Daerah-daerah yang ada di Indonesia tidak memilik kekayaan 

sumber daya, khususnya alam, yang sama antara satu dengan lainnya, 

Dengan adanya D A U , daerah yang minus sumber daya alam akan 

terbantu sebab daerah ini akan menerima subsidi dari daerah yang 

sumber daya alamnya kaya. Besamnya D A U yang diambil dari APBN 

untuk daerah adalah 25% dari penerimaan dalam negri. Dana in i di 

alokasikan kepada seluru provinsi dan kabupaten/kota yang ada di 

Indonesia dengan provinsi masing-masing 10% dan 90%. 

Proporsi D A U antara daerah provinsi dan kabupaten/kota 

ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara provinsi dan 

kabupaten kota. Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan 

D A U seb^aimana dimaksud dalam : 

1) D A U atas dasar celah fiskal untuk daerah provinsi dihitung 

berdasailcan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan 

dengan jumlah D A U seluruh daerah provinsi. 

2) Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal 

daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh 

daerah provinsi. 
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3) D A U atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota 

yang bersangkutan dengan jumlah D A U seluruh daerah 

kabupaten/kota. 

4) Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal 

daerah kabupaten/kota. 

5) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan no! 

menerima D A U sebesar alokasi dasar. 

6) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif 

tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima D A U sebesar 

alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. 

7) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau 

lebih besar dari alokasi dasr tidak menerima D A U . 

Data yang digunakan untuk menghitung kebutahan fiskal dan 

kapattas fiskal diperoleh dari lembaga satistik pemerintah dan/atau 

lembaga pemerintah yang berwenag menerbitkan data yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Sehingga hasil perhitungan D A U per 

provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan keputusan presiden. 

Dan penyaluran D A U dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12 

(satu perdua belas) dari D A U daerah yang bersangkutan, dan 

penyaluran D A U dilaksanakan sebelum bulan bersagkutan. 
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c. Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus ( D A K ) adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

D A K diberikan kepada daerah apabila darah menghadapi 

masaiah-masaJah khusus yang dimaksud adalah : 

1) Kebutuhan dana yang dapat diperkirakan sebelumnya. 

2) Kebutuhan dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional. 

D A K termasuk dana reobisasi yang pembagiannya 40% untuk 

daerah sebagai D A K dan 60% untuk pusat. Besamya D A K ditetapkan 

setiap tahun dalam APBD. 

Pemerintah menet^kan kriteria D A K yang meliputi: 

1) Kriteria umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah dalam APBD. 

2) Kriteria khusus dengan memperhatikan peraturan penmdang-

undangan dan karateristik daerah. 

3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian Negara/departemen 

teknis. 

Daerah penerima D A K wajib menyediakan dana pendamping 

sekurang-kurannya 10% (sepulu persen) dari alokasi D A K 
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daiam APBD dan daerah kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan dana pendamping. 

d. Dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Pada peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Mentri Dalam 

Negri (Kepmendagri) Nomor 20 Tahun 2002, pendapatan ini 

dikelompokan dalam jenis pendapatan bantuan dana 

kotijensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana danirat. 

Sesuai dengan peraturan terbaru Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006, pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang 

mencangkup : 

1) Pendapatan hibah 

2) Pendpatan dan darurat. 

3) Pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada 

kabupaten/kota. 

4) Pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

5) Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah 

daerah laiimya. 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas 

menjalankan roda pemerintahan, pembagunan, dan pelayanan 

masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban 

keuangan darahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil 
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menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk 

menganalisa kinerja pemerintah daerah daiam mengelola keuangan 

daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 

APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakakan. 

2. Rasio Keuangan Daerah 

a. Pengertian Keuangan Pada APBD 

Menurut Abdul Halim (2004:297), Analisis rasio keuangan 

adalah usaha mengidentiflkasi cirri-ciri keuangan berdasarkan laporan 

keuangan tersedia, 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:297) Analisis Rasio 

Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos lainnya yang mempunyai hubungn yang relevan dan 

signifikan. 

Jadi analisis Rasio Keuangan adalah usaha mengidentiflkasi 

ciri-ciri laporan keuangan yang tersedia dan di peroleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempimyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

b. Manfaat Rasio Keuangan 

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnnya digunakan untuk 

tolak ukur dalam : 

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan otonomi daerah. 
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2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan 

pendapatan daerah. 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam 

membelanjakan pendapatan daerahnya. 

4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendtqmtan dalam 

pembentukan pendapatan daerah. 

5) Meiihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan 

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Beberapa unsur-unsur rasio yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain; 

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan. pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar paj ak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah 

ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah 

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber 

lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. 

Pendapatan Asli Daerah 
Rasio Kemandirian = _ 

Bantuan Pemerintah pusat dan Pinjaman 



25 

2) Rasio Efektivitas dan Efisisen Pendapatan AsH Daerah 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi 

r i i l daerah. 

Realisasi Penerimaan PAD 
Rasio Efektivitas = ~ -

Target Penerimaan PAD yang ditetapkan 
Berdasar Potensi Rill Daerah 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas 

dikategorikan efektif apabila rasio yang di capai minimal sebesar 

!(satu) atau 100 persen. Namun demikian tinggi rasio efektivitas, 

menggambaikan keuangan daerah yang semakin baik. Guna 

memperoleh ukuran yang baik rasio efektivitas tersebut perlu 

dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah 

daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besamya biaya yang di keluarkan untuk 

memperoleh pendapatan yang diterima. Kineija pemerintah daerah 

melakukan pemtmgutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen. 

Semakin kecil rasio efisiensi bearti kinerja pemerintah daerah 

semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung 

secara cermat berapa besamya biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat 
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diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut 

efisien atau tidak. Ha! itu perlu dilakukan karena meskipun 

pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan 

sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan ini 

kurang memiliki arti a p ^ i l a temyata biaya yang dikeluarkan 

untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih 

besar daripada realisasi pendapatan diterimanya. 

Biaya yang dikeluarkan untuk memungui PAD 
Rasio Efisiensi — 

Realisasi penenmaan PAD 

3) Rasio Aktivitas atau Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioroitaskan aiokasi dananya pada belanja rutin dan belanja 

pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana 

alokasi untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi 

(belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil secara 

sederhana. 

Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Total Belanja Rutin 
Rasio belanja nitin terhadap APBD = 

Total APBD 

Total Belanja Pembangunan 
Rasio belanja pembangunan = — 
terhadap APBD Total APBD 
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4) Debt Service Converage Ratio (DSCR) 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan 

prasarana di daerah selain menggunakan pendapatan asli daerah, 

pemerintah daerah dapat menggunakan altematif sumber dana lain 

yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan 

pelaksanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

(PAD+BD+DAU)-Belanja wajib 
DSCR -

Pokok Pinjaman +Biaya Lain 

Keterangan ; 

DSCR: Debt Service Converaga Ratio 

PAD : Pendapatan Asli Daerah 

B D : Bagian Daerah (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) 

D A U : Dana Alokasi Umum 

B W : Belanja Wajib 

P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun 

anggaran 

B L : Biaya lainnya 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Di duga Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di 

Propinsi Sumatera Selatan. 

2. D i duga Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di 

Propinsi Sumatera Selatan. 



B A B HI 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

A. Jenis penelitian 

Menurut Sugiyono (2001:11), jenis penelitian j i ka dilihat dari tinggkat 

ekplasinnya ada 3 macam, yaitu: 

1. Penelitian Deskriftif 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel lain. 

2. Penelitian Komperatif 

Suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya 

masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari 

satu atau daiam waktu yang berbeda. 

3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua 

variabel atau lebih. 

Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

membuktikan pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah pada pemerintahan kabupaten/kota dipropinsi sumatera selatan. 
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B. Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan pada Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera 

Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30128. 

C . Operasionalisasi Variabel 

Overasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Tabel I I I . l 
Operasionaslisasi Variabel 

Variabel Devenisi Indikator 

Rasio Efektivitas 
PAD ( X . l ) 

Rasio Efektivitas PAD 
merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur 
hubungan anatara besamya 
hasil pemeungutan PAD 
(realisasi) dengan besamya 
P A D yang dianggarkan. 

Realisasi x l O O % 
Anggaran PAD 

D A U (X.2) Dana Alokasi Umum ( D A U ) 
adalah dana yang berasal 
dari APBN, yang 
dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan 
keuangan daerah untuk 
membiayai kebutuhan 
pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 

Realisasi D A U jpQ"' 
Realisasi Pendapatan 

Daerah 
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D A K (X.3) Dana Alokasi Khusus 
merupakan dana yang 
berasal dari APBN, yang 
dialokasikan kepadah daerah 
untuk membantu membiayai 
kebutuhan khusus. 

Realisasi D A K ^ 100"^ 
Realisasi Total Pendapatan 

Daerah 

Tingkat 
Kemandirian 
Keuangan 
Daerah (Y) 

Tingkat kemandirian 
keuangan daerah yaitu 
kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai 
sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembanguan 
dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah 
membayar pajak dan 
retribusi sebagai sumber 
pendapatan yang diperlukan 
daerah. 

Realisasi PAD , nno/ 
—— — X iUUyo 
Realisasi Total 

Pendapatan Daerah 

Sumber : Penulis, 2010 

D. Populasi 

Menurut Sugiyono (2004:73), Populasi adalah wiiayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik 

kesimpulannya . Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD dan 

Laporan Realisasi Dari 11 Kabupaten dan 4 kota yang ada di Provinsi 

Sumatera Selatan untuk tahun 2006-2009. 
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E . Data yang Diperlukan 

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:146-147) data 

dilihat dari cara memperolehnya terbagi menjadi dua : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asHnya (tidak melalui media perantara). 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh pihak lain). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder berupa data APBD tahun 2006 - 2009 dan data Sejarah Singkat 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

F . Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Ridwan(2003:21-31)teknik pengumpulan data terdiri dari : 

1. KnisioneT(Angket) 

Kuisioner atau angket dalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbemya. 
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3. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (Observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk meiihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

4. Tes (Test) 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimi l ik i oleh individu atau keiompok. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik wawancara dan Dokumentasi, wawancara yaitu 

dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan pimpinan atau 

karyawan yang berwenang memberikan informasi yang berhubungan dengan 

penelitian in i . Data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dan Sumber-sumber lainnya. Selain itu, peneliti juga 

melakukan studi kepustakaan yakni jumal-jumal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti . 



34 

G . Analisis Data dan Teknik Analisis 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) metode analisis data terdiri dari : 

1. Anaiisis Kualitatif 

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis data yang tidak dapat 

diukur dalam skala numerik atau angka 

2. Analisis Kuantitatif 

Anaiisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dalam 

sustu skala numerik atau angka. 

Dalam penelitian penulis menggunakan metode yaitu : 

1. Analisis Kualitatif dimana data-data nya dalam bentuk bukan angka yaitu 

tentang APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Analisis Kuantitatif dimana data-data nya dalam bentuk angka seperti 

APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Teknik analisis 

Menurut Iqbal Hasan (2002:228-229), Alat uji yang digunakan untuk 

melakukan pengujian diatas yaitu: 

1. Korelasi Sederhana 

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk 

mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel maka 

perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan 
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mengakibatkan terjadinnya perubahan pada variabel lainnya. Jadi, dari 

analisis korelasi, dapat diketahui hubungan antarvariabel tersebut, yaitu 

merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang 

sebenamya. 

a. Korelasi Positif 

Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila 

variabel yang satu (X) meningkat atau menurun maka variabel lainnya 

(Y) cenderung untuk meningkat atau menrun pula. 

b. Korelasi Negatif 

Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila 

variabel yang satu (X) meningkat atau menurun maka variabel lainnya 

(Y) cenderung menurun atau meningkat. 

c. Tidak ada korelasi 

Tidak ada korelasi apabila kedua variabel (X dan Y) tidak 

raenunjukan adanya hubungan. 

d. Korelasi sempuma 

Korelasi sempuma adalah korelasi dari dua variabel, 

yaitu apabila kenaikkan atau penurunan variabel yang satu (variabel X ) 

bebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya 

(variabel Y) . 
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Analisis korelasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 

diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, serta regresi. 

2. Regresi Sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausai satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y - a + bX 

Dimana: 

Y = Tingkat kemandirian keuangan daerah 

a = Konstata nilai Y bila X=0 (konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka teijadi penurunan 

X i - Rasio efektivitas Pendapatan asli daerah 

X2 = Dana alokasi umum 

X3 = Dana alokasi khusus 

3. U j i Hipotesis (uji t) 

U j i ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

dependen (Xi ,X2 , . .Xn) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen ( Y ) . 
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a. Menentukan Hipotesis 

Hoi ^ Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

Hai= Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan khusus berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

b. Menentukan taraf nyata 

1) Tingkat signifikan sebesar 5% 

2) Taraf nyata dari t tabel di tentukan derajat bebas (db) = n-k-1 

3) Taraf nyata dari t tabel di tentukan dengan derajat bebas 

(db) = n - k - 1 

c. Kriteria Pengujian 

Hoi diterima dan Hai ditolak apabila thitung^^dari ttabci 

Ho2 ditolak dan Hai diterima apabila thitung^dari t,abei 

d. Menentukan t Hitung 

t = 
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Keterangan : 

r - koefisien korelasi sedeiiiana 

n = jumlah data Kabupaten/Kota 

4. Anaiisis Korelasi Berganda 

Sebelum diadakan uji pengaruh, kedua variabel akan dianalisis 

terlebih dahulu korelasi atau hubungannya, analisis korelasi ini bertujuan 

untuk menilai apakah kedua variabel memiliki hubungan atau tidak. Suatu 

variabel dikatakan memiliki hubungan dengan variabel yang lain Jika nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05 atau dapat juga dilihat dari koefisien 

korelasinya (r). Menurut D w i Priyatno (2007:54) Koefisien korelasi 

product moment, merupakan koefisien korelasi yang digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

0,00-0.199=Korelasi Sangat Lemah 

0,20-0,399=Korelasi Lemah 

0,40-0,599-Korelasi Sedang 

0,60-0,799-korelasi kuat 

0,80-1.000=Korelasi Sangat Kuat 

5. Anaiisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel idpenden ( X | X2, Xn) dengan variabel 

independen (Y) . Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 
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variabel independen dan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel indipenden berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = a + b i X i + b 2 X 2 + b3X3+b4X4 

Keterangan : 

Y Tingtkat Kemandirian Keuangan Daerah 

X i - Rasio Efektivitas PAD 

X 2 - Dana Alokasi Khusus 

X 3 = Dana Alokasi Umum 

a = Konstata (nilai Y apabila X i , X 2 X 3 K ) ) 

b - Koefisien regresi 

6. Uji F (Secara Bersama) 

Uj i ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

( X i , X 2 , . . . X n ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. 

a. Menentukan Hipotesis 

H02 ^ Rasio efektivitas pendapatan asli daerah. dana alokasi umum 

dan khusus tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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Ha2 - Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum 

dan khusus berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

b. Menetukan taraf nyata a 

1) Tingkat signifikan sebesar 5% 

2) Taraf nyata f tabel di tentukan dari derajat bebas (db) = n - k - 1 

3) Taraf nyata (a) beserta nilai f label 

c. Kriteria Pengujian 

Apabila f hitung < f tabel =Ho diterima dan Ha ditolak 

Apabila f hitung > f tabel =Ho ditolak dan Ha diterima 

d. Menentukan f hitung 

R} IK 

( l - / ? ' ) / ( « - A - l ) 

Keterangan : 

= koefisien determinasi 

n = jumlah data Kabupaten/Kota 

k = jumlah variabel independen 



B A B I V 

H A S I L P E N E L I T I A N D A N P E M B A H A S A N 

Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Tentang Provinsi Sumatera Selatan 

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara 1 derajat sampai 4 

derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur 

dengan luas daerah selurunya 87.017,42 km^. Batas wiiayah Sumatera 

Selatan sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu 

Jarak dari ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah-daerah 

terutama ke Ibu kota Kabupaten yang paling jauh yaitu Lubuk Linggau 

berjarak sekitar 388 km. Ibu kota Kabupaten yang tedekat dengan 

Palembang adalah Pangkalan Balai, Ibu kota Banyuasin hanya berjarak 48 

km dari kota Palembai^. Jarak Ibu kota Palembang dengan 

kabupaten/kota di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : Palembang-

Lahat 226 km, Palembang-Baturaja 214 km, Palembang-Muara Enim 
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183 km, Palembang-Prabiunulih 91 km, Palembang-Sekayu 124 km, dan 

Palembang-Kayu Agung 66 km. 

Tabel I V . l 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 

Menurut Kabupaten/Kota,2008 

Kabupaten/Kota 
Daerah 

Jumlah/Total 
Kabupaten/Kota 

Daerah Kecamatan Desa Kelurahan 

01 . Ogan Komering Ulu 277 256 11 130 15 

02. Ogan Komering Ilir 1 705 832 18 287 11 
03. Muara Enim 858 794 22 268 25 
04. Lahat 407 606 21 360 16 
05. Musi Rawas 1 213 457 21 242 19 
06. Musi Banyuasin 1 447 700 11 204 9 
07. Banyuasin 1 214 700 15 272 16 
08. O K U Selatan 549 394 19 252 7 
09. O K U Timur 341 015 20 270 7 
10. Ogabl l i r 251 309U 16 227 14 
11. Empat Lawang 255 644 7 154 
12. Palembang 37 403 16 107 
13. Prabumulih 42 162 6 11 26 
14. Pagar Alam 57 916 5 35 
15. Lubuk Linggau 41 980 8 72 

Jumlah / Total 8 701 741 216 2 677 379 
Sumber ; Sumatera Selatan dalam Angka 2009 

Seperti halnya provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, 

Sumatera Selatan dibagi habis menjadi Kabupaten dan Kota. 

Kabupaten/Kota di bagi menjadi kecamatan-kecamatan, dan selanjutnya 

kecamatan dibagi iagi menjadi desa-desa dan kelurahan-kelurahan. 

Sampai Akhir tahun 2008, wiiayah administrasi Sumatera Selatan 

menjadi sebelas kabupaten dan empat kota. Satu kabupaten baru tersebut 
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adalah kabupaten empat lawang yang merupakan pecahan dari kabupaten 

Lahat. Jumlah desa di Sumatera Selatan tahun 2008 sebanyak 2677, 

kelurahan sebanyak 370. Dan jumlah kecamatan adalah 216. 

Berdasarkan hasi! Pemilu tahun 2004, jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan tahun 2008 sebanyak 586 

anggota dengan komposisi terbanyak dari partai Golkar disusul oleh partai 

PDI Peijuangan. 

Dalam kurun waktu lima tahun in i , Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Sumatera Selatan telah berhasil memberikan beberapa keputusan 

dan keputusan tersebut dikelompokkan menjadi tiga: (1). Keputusan 

Daerah, (2). Keputusan Dewan, dan (3). Keputusan Pimpinan Dewan. 

Jumlah keputusan dewan di tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1). 

Keputusan Daerah sebanyak 18 keputusan (2). Keputusan dewan sebanyak 

19 keputusan, dan (3). Keputusan pimpinan dewan sebanyak 5 keputusan. 

Hal ini berarti terjadi perubahan jumlah beberapa keputusan dari tahun 

2007. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wiiayah. Selama tiga 

tahun terakhir, PDRB Sumsel dengan migas atas dasar harga berlaku 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 nilai tambah yang terbentuk 
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sebesar Rp 81.531.510, tahun 2006 sebesar Rp 95.928.763, tahun 2007 

sebesar Rp 109.895.707, dan tahun 2008 menjadi sebesar Rp 133.358.882. 

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor 

yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Dari tahun 

2004 sampai dengan tahun 2008, peranan empat sektor tersebut tidak 

terjadi pergeseran. Sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah 

sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor industri 

pengolahan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Pada tahun 2008 kontribusi masing-masing sektor diatas secara berurutan 

adalah 25,50%, 23,06%, 17,22% dan 11,97%. Peran sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri penngolahan, dan sektor perdagangan 

meningkat masing-masing sebesar 0,56%, 0,03% dan 0,21%. Sedangkan 

sektor pertanian turun sebesar 1,05%. 

Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan der^an 

migas melambat dibanding pertumbuhan pada tahun 2007 dari 5,84% 

tahun 2007 menjadi 5,10% tahun 2008. Begitu juga dengan pertumbuhan 

ekonomi tanpa migas melambat sebesar 8,04% tahun 2007 menjadi 

6,34% tahun 2008. 

Berdasarkan sektomya, hampir seluruh sektor ekonomi Sumatera 

Selatan tahun 2008 mengalami perlambatan pertumbuhan, kecuali sektor 



45 

pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Perlambatan 

pertumbuhan terjadi akibat adanya krisis global di triwulan I V tahun 2008. 

Tiga sektor yang terkena dampak cukup besar yaitu sektor 

pertanian tumbuh dari 6,48% tahun 2007 menjadi hanya 4,09%, sektor 

industri pengolahan tumbuh dari 5,70% menjadi hanya 3,42%, sedangkan 

sektor perdagangan hotel dan restoran tumbuh dari 9,04% menjadi 7,06%. 

2. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Selatan 

a. Vis i 

"Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat 

Cerdas dan Berbudaya" 

Sejatera adalah keadaan dimana semua lapisan masyarakat 

secara menyeluruh dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, 

sandang dan papan) secara merata, serta memiliki rasa aman dan 

kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. 

Cerdas adalah sikap pikir profesionaJ yang didasarkan pada 

landasan moral yang tinggi, kemampumi dan kecakapan dalam 

membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang 

dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan 

masyarakat yang cerdas akan selalu optimistis dan mampu 

memanfaatkan peluang untuk aktifitas yang produktif. 



46 

Terdepan adalah keadaan yang menunjukkan tingkat 

kesejetraan dan penguasaan wawasan i lmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni (ipteks) yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan 

menjadi acuan bagi daerah-daerah lain. 

b. Mis i 

1) Mengembangkan dan membina, serta menfasilitasi pembentukan 

sumber daya manuasia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, 

produktif dan inovatif dan perduli melalui semua jalur dan jenjang 

pendidikan baik formal maupun informal. 

2) Membangun pertanian pangan dan perkebunan berskaia teknis dan 

ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan 

teknologi tepat guna. 

3) Mendayagunakan sumber daya pertambangan dan energi (fosil 

dan terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi 

kepentingan masyarakat luas. 

4) Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya 

saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang 

proposional dengan memperkokoh kemitraan hulu dan hilir, serta 

industri kecil, menengah dan besar. 

5) Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi 

yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk 
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meningkatkan nilai tambah dan produktifitas sektor ekonomi 

berkelanjutan. 

6) Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju 

kesejateraan yang bermartabat. 

7) Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi 

(industri, perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan 

intemasional). 

8) Membangun pemerintah yang amanah (demokratis, keadiian, jujur 

dan bertanggung]awab serta akuntabel). 

9) Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakat pada 

nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya". 

3. Data Tentang Pendapatan A P B D 

Tabel IV.2 
Rasio Efektivitas PAD 

Tahun 2006-2009 
(dalam %) 

No Kabupaten/Kota 
Rasio Efektivitas PAD 

No Kabupaten/Kota 
2006 2007 2008 2009 

1 Musi Banyuasin 3,172 0,842 1,258 1,073 
2 Ogan Komering U l u Timur 4,000 1,025 1,019 0,995 
3 Banyuasin 1,586 1,098 0,825 0,849 
4 Lubuk Linggau 1,304 1,081 0,088 1,056 
5 Muara Enim 1,499 1,164 1,363 1,189 
6 Lahat 1,212 1,346 0,836 1,086 
7 Ogan Komering Ulu 1,534 0,920 0,922 1,119 
8 Palembang 0,868 0,935 1,117 1,114 
9 Ogan Komering Ulu Selatan 5,139 1 0,418 1,421 
10 Pagar Alam 1,355 1,468 1,376 1 
11 Ogan Komering I l i r 1,716 1,155 1,022 1,065 

Sumber :Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan, 2010 
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Tabel di atas menunjukkan rasio setiap kabupaten dan kota selama 

tahun 2006-2009. Pada tahun 2006, rasio efektivitas PAD tertinggi di 

mi l ik i oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 5,139%, 

sedangkan Rasio Efektivitas PAD terendah dimi l ik i oleh Kota Palembang 

sebesar 0,868 %. Pada tahun 2007, rasio efektivitas PAD tertinggi d imi l ik i 

oleh Kota Pagar Alam sebesar 1,468%, sedangkan rasio efektivitas PAD 

terendah di mil ik oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 0,842%. Pada 

tahun 2008, rasio efektivitas PAD tertinggi di mi l ik i oleh Kota Pagar 

Alam sebesar 1,376 %, sedangkan rasio efektivitas PAD terendah di mi l ik i 

oleh Kola Lubuk Linggau. Pada tahun 2009, rasio efektivitas PAD 

tertinggi di mi l ik i oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 

1,421%, sedangkan rasio efektivitas PAD terendah di mi l ik i oleh 

Kabupaten Banyuasin sebesar 0,849%. 

Tabel \ \ 3 
Tmgkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Tahun 2006-2009 
(dalam %) 

No Kabupaten/Kota 
Kemandirian Keuangan daerah 

No Kabupaten/Kota 
2006 2007 2008 2009 

1 Musi Banyuasin 0,039 0,026 0,025 0,030 
2 Ogan Komering U l u Timur 0,025 0,018 0,021 0,018 
3 Banyuasin 0,029 0,023 0,017 0,023 
4 Lubuk Linggau 0,056 0,053 0,058 0,075 
5 Muara Enim 0,075 0,078 0,093 0,084 
6 Lahat 0,042 0,435 0,052 0,070 
7 Ogan Komering U l u 0,046 0,049 0,061 0,083 
8 Palembang 0,124 0,143 0,148 0,226 
9 Ogan Komering U l u Selatan 0,022 0,088 0,032 0,017 
10 Pagar Alam 0,022 0,022 0,029 0,028 
U Ogan Komering Il i r 0,042 0,033 0,038 0,041 

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera 
Selatan, 20J0 
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Tabel diatas menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah 

Kabupaten dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Pada 

tahun 2006, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di mi l ik i oleh 

Kota Palembang sebesar 0,124%, sedangkan tingkat kemandirian 

keuangan daerah terendah d imi l ik i oleh kabupaten Ogan Komering Uluh 

Selatan sebesar 0,022% dan Kota Pagar Alam sebesar 0,022%. pada 

tahun 2007, tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di m i l i k i oleh 

Kabupaten Lahat sebesar 0,143% sedangkan tingkat kemandirian 

keuangan daerah terendah dimi l ik i oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur sebesar 0,018%. Pada tahun 2008, tingkat kemandirian keuangan 

daerah tertinggi d i m i l i k i oleh Kota Palembang sebesar 0,148%, 

sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah d imi l ik i oleh 

kabupaten Banyuasin sebesar 0,017%. Pada tahun 2009, tingkat 

kemandirian keuangan daerah tertinggi di m i l i k i oleh Kota Palembar^ 

sebesar 0,226%, sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah 

terendah d imi l ik i oleh kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sebesar 

0,017%. 
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Tabel IV.4 
Rasio Dana Alokasi Umum 

Tahun 2006-2009 
(Dalam persen) 

No Kabupaten/Kota 
DAU 

No Kabupaten/Kota 
2006 2007 2008 2009 

1 Musi Banyuasin 10,939 6,535 5,644 2,479 
2 Ogan Komering Ulu 

Timur 
110,730 33,310 31,674 32,707 

3 Banyuasin 33,554 25,760 105,088 25,959 
4 Lubuk Linggau 13,219 11,494 10,361 7,721 
5 Muara Enim 10,612 7,145 5,746 5,773 
6 Lahat 18,1227 13.744 10,649 8,086 
7 Ogan Komering Ulu 19,081 12,124 13,744 7369 
8 Palembang 5,337 5,357 5357 3,152 
9 Ogan Komering Ulu 

Selatan 
147,653 76,921 0,575 39,116 

10 Pagar Alam 32,055 23,887 0,529 17,470 
11 Ogan Komering Dir 29,250 21,689 18,678 16,419 

Snmben Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera 
Selatan. 20J0 

Tabel di atas menunjukkan dana alokasi umum setiap Kabupaten 

dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2006, D A U 

Tertinggi d i mi l ik i olehOgan Komering U l u Selatan sebesar 147,653%, 

sedangkan D A U terendah dimi l ik i oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 

10,612%. Pada tahun 2007, D A U Tertinggi di m i l i k i oleh Kabupaten Ogan 

Komering U l u Selatan sebesar 76,921%, sedangkan D A U terendah 

dimi l ik i oleh Kota Palembang sebesar 5,357%. Pada tahun 2008, D A U 

Tertinggi di mi l ik i oleh Kabupaten Banyuasin sebesar 105,088% , 

sedangkan D A U terendah d imi l ik i oleh KotaAlam sebesar 0,529%. Pada 

tahun 2009, D A U Tertinggi di mi l ik i olehKabupaten Ogan Komering U l u 

Selatan sebesar 39,116%, sedangkan D A U terendah d imi l ik i oleh 

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 2,479%. 

•:".u 
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Tabel IV .5 
Dana Alokasi Khusus 

Tahun 2006-2009 

No Kabupaten/Kota 
DAK 

No Kabupaten/Kota 
2006 2007 2008 2009 

1 Musi Banyuasin 0,911 1,688 1366 0333 

2 Ogan Komering Ulu Timur 11346 3,796 4,170 4,805 
3 Banyuasin 2,726 2,755 11,744 3,737 
4 Lubuk Linggau 1,803 0.911 1329 1,467 
5 Muara Euim 0,759 0313 0,152 0301 
6 Lahat 1,086 1350 1,727 1,101 
7 <^an Komering Ulu 2,137 1387 1350 0398 
8 Palembang 0,096 0,067 0,067 0,053 
9 Ogan Komering Uln Selatan 16326 10,487 0383 6,744 
10 Pagar Alam 5,594 3,441 0,091 3,570 
11 Ogan Komering Ilir 2362 2,124 2322 2349 

Sumber: Biro Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera 
Selatan. 2010 

Tabel di atas menunjukkan dana alokasi khusus setiap Kabupaten 

dan Kota selama tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2006, D A K 

Tertinggi di mi l ik i oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 

6,744%, sedangkan D A U terendah dimi l ik i oleh Kota Palembang sebesar 

0,053%. Pada tahun 2008, D A K Tertinggi di m i l i k i oleh Kabupaten 

Banyuasin sebesar 11,744%, sedangkan D A K terendah d imi l ik i oleh Kota 

Palembang sebesar 0,067%. Pada tahun 2007, D A K Tertinggi di mi l ik i 

oleh Kabupaten Ogan Komering U l u Selatan sebesar 10,487%, sedangkan 

D A K terendah d imi l ik i oleh Kabupaten Muara Enim sebesar 0,213% Pada 

tahim 2006, D A K Tertinggi di mi l ik i oleh Kabupaten Ogan Komering U l u 

Selatan sebesar 16,326%sedangkan D A K terendah d imi l ik i oleh Kota 

Palembang sebesar 0,096%. 
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B. Pembahasan 

Hasil pengolahan data distribusi frekuensi untuk masing-masing 

variabel baik variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (variabel 

terikat) maupun variabel Rasio Efektivitas PAD ( X i ) , variabel D A U (X2), dan 

variabel D A K (X3). Data tersebut tersaji pada tabel berikut i n i : 

Tabel IV.6 
Distribusi Frekuensi Statistik 

Variabel Independent/Bchns dan Variabel Dependent/Teriknt 
S u t i s b c B 

Ratio 
efektifitas 

P A D D A U D A K 

Tingkat 
Kemandirian 

Keuangan 
Daerah 

N VaBd 44 44 44 44 
Missing 0 0 0 0 

Mean ,1269 26,4123 24.0840 -3.0926 
Median .1007 26,4674 24,2049 -3.1621 
Mode ,00 25 . iO* 23,09« -3.82 
Std, Deviation .56779 .46381 ,56685 ,73436 
Var iance ,322 ,215 ,321 ,539 
Range 4,07 2,11 2,17 3.24 
Minimum -2,43 25 ,19 22,84 -4 .07 
Maximum 1,64 27,30 25,02 ,83 

3 lAittipte modes exist T h e s m ^ t e s l value is shown 

Sumber; Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versiJ 7 

Berdasarkan Tabel IV.6 diatas dapat diketahui: 

1. Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Hasil perhitungan statistik di dapat nilai rata-rata negatif 0,30926, 

median negatif 0,31821, modus negatif 0,382, dan standar deviasi 56685. 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan 

Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera 

Selatan dari tahun 2006- 2009 berdasarkan data yang diperoleh dari Biro 

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 

0,30926, atau 30,926%. 

/ 
' .T 

> 
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2. Variabel Rasio Efekivitas PAD (Xi) 

Rasio Efektivitas PAD merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur hubungan antara besamya hasil pemungutan PAD (realisasi) 

dengan besamya PAD yang dianggarkan. Hasil perhitungan berdasarkan 

data yang diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan adalah di dapat nilai rata-rata 0,1269, median 0,1007, 

modus 0,00, dan standar deviasi 0,56779. Hasil in i menunjukkan bahwa 

rata-rata Rasio Efektivitas PAD pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 

adalah sebesar 0,1269 atau sebesar 12,69%. 

3. Dana Alokasi Umum / D A U (X^) 

Dana Alokasi Umum ( D A U ) adalah dana yang berasal dari APBN, 

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Hasil perhitungan berdasarkan data yang 

diperoleh dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan di dapat nilai rata-rata 26,4123, median 26,4674, modus 25,19, dan 

standar deviasi 0,46381. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Dana 

Alokasi Umum (DAU) 11 (sebelas) pemerintahan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 adalah sebesar 

Rp26,4123 
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4. Dana Alokasi Khusus / D A K (X3) 

Dana Alokasi Khusus ( D A K ) merupakan dana yang berasal dari 

APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan khusus. Hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari 

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di dapat 

nilai rata-rata 24,0840, median 24,2049, modus 23,09, dan standar deviasi 

0,56685. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Dana Alokasi Khusus 

( D A K ) pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan dari tahun 2006-2009 adalah sebesar Rp. 24,0840 

1. Auaiisis Regresi Linier 

a. Hubungan Antara Rasio Efektivitas P A D dengan Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah 

I ) Korelasi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana 

did^iat hasil sebagai berikut: 

Tabel I V . ? 
Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana 

Corrvtatkms 

t'earson dofielatkin Tingkat Kemandirian 
Keuangan Daerah 
Ratio efektifitae P A D 

Sig. (1-tatod) Tingkat Kemandinan 
Keuangan Daerah 
Ratio elektAtas PAD 

Tngka l Kemandxtan 
Keuangan Daerah 

Rabo efektlMBS P A D 

Tingkat 
Kemandiiian 

Keuangan 
Daerah 

1,000 

- 1 1 9 

,221 

44 

44 

Ratio 
efektifitas 

P A D 

-.119 

1,000 

.221 

44 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil? 
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Berdasarkan hasil pada tabel IV.7 diatas, diketahui nilai 

koefisien korelasi r - -0,119. Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat lemah antara rasio efektivitas PAD 

dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD maka 

akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 

(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. 

2) Regresi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel coefficient berikut ini 

didapat persamaan regresi sederhana Y ~ a + b X i . 

Tabel IV.8 
Hasil Perhitungan Regresi Sederhana 

Coefficient^ 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Siq 
1 (Constant) -3,073 ,114 -26,949 ,000 

Ratio efektifitas P / -,154 ,198 -,119 -1,775 ,044 

a Dependerrt Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerafi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Berdasarkan hasil pada tabel IV.8 diatas, didapat hasil 

persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 

Y - a + bXi 

Y = 0 ,3073-0,154Xi 
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Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta (a) sebesar- 0,3073. Nilai ini memiliki arti bahwa 

bila tanpa adanya rasio efektivitas PAD maka tingkat kemandirian 

keuangan Daerah adalah sebesar 0,3073 atau sebesar 30,73%. 

b) Ni la i koefisien regresi (b) rasio efektivitas PAD sebesar -0,154. 

Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan 

tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 15,4% bila rasio 

efektivitas PAD meningkat. 

3) Uji Hipotesis (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel IV.8) di 

atas, diperoleh nilai t-hitung variabel rasio efektivitas PAD sebesar 

-26,949, dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000. Sedangkan nilai 

t-tabel pada daftar tabel t d f 43 adalah 1,684. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa t-hitung (-1,775) < t-tabel (1,684) dan signifikan 

t (0,044) > a (0,05), artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

rasio efektivitas PAD dengan tingkat kemandirian keuangan Dae r^ 

pada 11 (sebelas) pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Hasil pengujian pengaruh antara Rasio Efektivitas PAD dengan 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 11,9% antara rasio 
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efektivitas PAD dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 

11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Rasio 

Efektivitas PAD maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di 

Propinsi Sumatera Selatan. Kecenderungan kenaikkan tingkat 

kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 15,4% bila rasio 

efektivitas PAD meningkat. 

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah 

1) Korelasi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana 

didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel IV.9 
Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana 

Corralalion* 

Tmekal 

Keijangari 
Daarah DAU 

P u n o n CorreMion Tngkat Kemandnan 

DAU 

1.000 

.401 

,401 

1.000 

Kauanffan Daaiah 
DAU .003 

,003 

N Tngkal KamarKtinan 
Kauanoan DaoiBh 
DAU 

44 

44 

44 

44 

Sumber: Hasii Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas. diketahui nilai 

koefisien korelasi r = 0,401. Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat 
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hubungan positif yang cukup erat antara Dana Alokasi Umum (DAU) 

dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) 

maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera 

Selatan. 

2) Regresi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut ini 

didapat persamaan regresi sederhana Y = a + bX2. 

Tabel IV.IO 
Hasil Perhitungan Regresi Sederhana 

Coofficlents* 
Unstandard ized S t a n d a r d i z e d 

Coetf ic ients CoefTicJents 

Model B Std Er ror B e t a t S i g 
1 (Constant ) - 19 .860 5,911 - 3 , 3 6 3 ,002 

D A U ,636 .224 ,401 2 ,840 .007 

a D e p e n d e n t Var iab le : T ingkat K e m a n d i r i a n K e u a n g a n D a e r a h 

Sumber; Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, didapat hasil persamaan 

regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX2 

¥ = 19,880 + 0 ,636X2 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Ni la i konstanta (a) sebesar 19,880. Ni la i ini memiliki arti bahwa 

bila tanpa adanya Dana Alokasi Umum (DAU) maka tingkat 

kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar 19,880 atau sebesar 

1,988%. 

b) Ni la i koefisien regresi (b) Dana Alokasi Umum ( D A U ) sebesar 

0,636. Ni la i ini memiliki arti bahwa akan ada peningkatan pada 

tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 63,6% bila Dana 

Alokasi Umum ( D A U ) meningkat. 

3) Uj i Hipotesis (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel IV.IO) di 

atas, diperoleh nilai t-hitung variabel Dana Aiokasi Umum ( D A U ) 

sebesar 2,840, dengan tingkat signifikan t sebesar 0,007. Sedangkan 

nilai t-tabet pada daftar tabel t d f 43 adalah 1,684. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa t-hitung (2,840) > t-tabel (1,684) dan signifikan 

t (0,007) < a (0,05), artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tingkat kemandirian keuangan 

Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Hasil pengujian pengaruh antara Dana Alokasi Umum ( D A U ) 

dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif yang signifik£m antara Dana Alokasi 

Umum (DAU) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 
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(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum 

( D A U ) maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah pada I I (sebelas) Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera 

Selatan. Peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah 

sebesar 63,6% bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat. 

c. Hubungan Antara Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dengan Tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah 

1) Korelasi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi sederhana 

didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel I V . l l 
Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana 

CorrvtatfoDB 

Tingkat 
Kemandinan 
Keuangan 

Daerah DAK 
Pearson CoiTsiattori Tngkst Kemandinan 

1.O00 -.503 Keuangan Daerah 1.O00 -.503 

DAK -.603 1.000 

Sig (1-ta>lGd) Tirrgkal KemarKfirian 
Keuangan Daerah 
DAK .000 

,000 

hi Tingkat Komandiiian 
Keuangan C^erah 44 44 

DAK 44 44 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil? 

Berdasarkan hasil pada tabel I V . l l diatas, diketahui nilai 

koefisien korelasi r = -0,503. Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat l e m ^ antara Dana Alokasi Khusus 

( D A K ) dengan tingkat kemandirian keuangan Daerah pada 11 
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(sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah Dana Alokasi Khusus ( D A K ) 

maka akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera 

Selatan. 

2) Regresi Sederhana 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut ini 

didapat persamaan regresi sederhana Y = a + bX3. 

Tabel I V . 12 
Hasil Perhitungan Regresi Sederhana 

Coefficient 

Unstandardized Star>dardtzed 
Coefficients Coeffiaents 

Model B Std. Error Beta t Sig 
1 (Constant) 12,617 4,161 3.032 ,004 

DAK -.652 ,173 -.503 -3.777 ,000 

a Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Berdasarkan hasil pada tabel IV. 12 di atas, didapat hasil 

persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX3 

Y = 12,617-0,652X3 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai konstanta (a) sebesar 12,617. Nilai ini memiliki arti bahwa 

bila tanpa adanya Dana Alokasi Khusus ( D A K ) maka tingkat 
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kemandirian keuangan Daerah adaiah sebesar 12,617 atau sebesar 

1,261.7%. 

b) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Khusus ( D A K ) sebesar -

0,652. Ni la i ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan 

penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 65,2% 

bila Dana Alokasi Khusus ( D A K ) meningkat. 

3) Uji Hipotesis (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel koefisien (tabel I V . 12) 

di atas, diperoleh nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus ( D A K ) 

sebesar -3,777 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000. Sedangkan 

nilai t-tabel pada daftar tabel t d f 43 adalah 1.684. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa t-hitung (-3,777) < t-tabel (1,684) dan 

signifikan t (0,000) > a (0.05), artinya terdapat Pengaruh yang 

signifikan antara Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dengan tingkat 

kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

Hasil pengujian pengaruh antara Dana Alokasi Khusus ( D A K ) 

dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 50,3% antara 

Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dengan tingkat kemandirian keuangan 

Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendah 
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Dana Alokasi Khusus ( D A K ) maka akan semakin tinggi tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Kecenderungan 

kenaikan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 65,2% 

bila Dana Alokasi Khusus ( D A K ) menurun. 

Hubungan Antara Rasio Efektivitas F A D , Dana Alokasi limuni 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) Secara Bersama-sama 

dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

1) Korelasi Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien korelasi berganda 

didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel I V . 13 
Hasil Perhitungan Korelasi Sederhana 

Mcxlet Summary 
Adjusted Std. Error of 

Model R R Square R Square the Estimate 
1 ,633« ,401 .356 .58924 

a Predtclors: (Constant), DAK, DAU, Ratio efektifitas PAD 

b. Dependent Variabel: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Berdasarkan hasil pada tabel I V . 13 diatas, diketahui nilai koefisien 

korelasi berganda r = 0.633. Nilai ini memiliki arti bahwa terdapat 

hubungan positif yang cukup erat antara Rasio Efektivitas PAD, Dana 

Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Aiokasi Khusus ( D A K ) dengan tingkat 

kemandirian keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan 
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bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum 

( D A U ) , dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) secara bersama-sama maka 

akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 

(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. 

2) Koefisien Determinasi (r^) 

Analisis koefisien determinasi dari regresi linear berganda ini 

digunakan untuk mengetahui besar pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-

sama terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. 

Hasi 1 penguj ian pada model sianmary tabel TV. 13 di atas 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama Rasio Efektivitas PAD, Dana 

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh 

terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan sebesar 22,8% 

(r^ = 0,228), sedangkan sisanya sebesar 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar penelitian. 

3) Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel koefisien berikut in i 

didapat persamaan regresi linier berganda : Y = a + bXi + bX2 + b X j . 
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Tabel IV.14 
Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sifl. Model B Std. Error Beta t Sifl. 
1 (Constant) -1,899 6,815 -,279 ,782 

Ratio efektifitas PA -,201 ,161 -,155 -1,250 ,218 
DAU ,635 ,196 .338 2,734 ,009 
DAK -.636 ,161 -,491 -3.946 ,000 

a Dependent Variabie: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Sumber; Hasil Pengolahan Data dengan SPSS versil? 

Berdasarkan hasil pada tabel IV.14 di atas, didapat hasil 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = a + bXi + bX2 + bX3 

Y = 1,899-0,201X1+0,535X2-0,636X3 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Ni la i konstanta (a) sebesar -1,899. Ni la i in i memiliki arti bahwa 

bila tanpa adanya Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum 

(DAU) , dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) maka tingkat 

kemandirian keuangan Daerah adalah sebesar -1,899 atau sebesar 

189,9%. 

b) Ni la i koefisien regresi (b) Rasio Efektivitas PAD sebesar -0,201. 

Ni la i ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan penurunan 

tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 20 ,1% bila Rasio 

Efektivitas PAD meningkatkan, dengan asumsi Dana Alokasi 

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dan keadaan^.-

konstan/tetap. . •f,j'+ 
V - * - > 
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c) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 

0,535. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan 

peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 53.5% 

bila Dana Alokasi Umum ( D A U ) meningkatkan. dengan asumsi 

Rasio Efektivitas PAD dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) dan 

keadaan konstan/tetap. 

d) Nilai koefisien regresi (b) Dana Alokasi Khusus ( D A K ) sebesar -

0,636. Nilai ini memiliki arti bahwa akan ada kecenderungan 

penurunan tingkat kemtmdirian keuangan daerah sebesar 63,6% 

bila Dana Alokasi Khusus ( D A K ) meningkatkan, dengan asumsi 

Rasio Efektivitas PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

keadaan konstan/tetap. 

4) Uji Hipotesis (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel bebas penelitian secara bersama-sama yaitu Rasio Efektivitas 

PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) 

dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun 

kriteria pengujiannya adalah : 

Jika : Fh„^g< Fiabei(2,84) atau sig F (p-value) > 0,05, artinya tidak signifikan 

jika : Fhi,„ng> F,abci(2,84) atau sig F (p-value) < 0,05, artinya signifikan 
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Hasil pengujian variabel bebas secara bersama-sama/simultan dapat 

dilihat pada Tabel IV. 15 berikut ini : 

Tabel IV,15 
Hasil PerhituDgaD Uji Hipotesis (Uji F) 

AHOV/f 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig, 

1 Regression 9,303 3 3,101 8,931 ,000« 
Residual 13,888 40 .347 
Total 23.191 43 

a Predictors: (Constant), DAK, DAU. Ratio efektifitas PAD 

h Dependent Variabte" Tmgkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Sumber : HasU Pengolahan Data dengan SPSS versil 7 

Pada Tabel IV.15 (tabel anova) diperoleh nilai Fhnung sebesar 8,931dan 

F,3bet (df 3:40) adalah 2,84, artinya Fh„.„g 8,931 > F^^m 2,84, dan tingkat 

signifikansi secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

yaitu 0.000, artinya sig F(p-value) = 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama/simultan Rasio Efektivitas PAD. 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 

(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. 

Hasil pengujian pengaruh antara Rasio Efektivitas PAD, Dana 

Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) secara bersama-

sama dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) 

Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan sebesar 

63,3% antara Rasio Efektivitas PAD, Dana Alokasi Umum ( D A U ) , dan 

Dana Alokasi Khusus ( D A K ) secara bersama-sama dengan tingkat 
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Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD. Dana Aiokasi Umum 

(DAU) , dan Dana Alokasi Khusus ( D A K ) secara bersama-sama maka 

akan semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 11 

(sebelas) Pemerintahan Kabupaten/Kola di Propinsi Sumatera Selatan. 



B A B V 

S I M P U L A N DAN S A R A N 

A. Simpulan 

1. Secara parsial disimpulkan bahwa variabel rasio Efektivitas Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel dana alokasi 

umum (DAU) berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi khusus ( D A K ) 

berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

2. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa rasio Efektivitas Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum ( D A U ) , Dana Alokasi Khusus 

( D A K ) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat 

Kemadirian Keuangan Daerah pada 11 (sebelas) Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih menambah 

Kabupaten/Kota yang akan di teliti , sehingga akan memperolch hasil yang 
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lebih akurat, selain itu penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil 

data Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan. Ini di maksudkan 

agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk 

Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar lebih banyak menggunakan 

variabel independen dalam penelitian. 

3. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian 

yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan 

generalisasi atas hasil penelitian tersebut. 
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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

NOMOR 7 TAHUN 2008 

T E N T A N G 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRET ARIAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN Y A N G MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Men imbang ; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat ( I ) Undang-
Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiau 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kt^na 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan; 

b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
sebagaimana dimaksud dl atas, perlu diatur dan ditetapkan dengari 
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

\4engingat : 1. Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Ri Tahun 1959 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814); 

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

^ Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Rl Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Rl Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lerrbaran Negara Rl Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 

4. Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) , sebagaimana telah d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Rl Nomor 12 T&hun 2008 (Lembaran Negara 
Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 

file:///4engingat
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5. Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah 

(Lembaran Negara R'l Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara'^ 

Negara Nomor 4438) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perruag:a^ 

, Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemer in tahan ' ae^a^ 

Propinsi , dan Pemer in lahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemoau^n - . r - j .^ A 

Rl Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara No-^'r^- •• ' • ' 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang ^ • i - a -

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahu^ z . o " 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

D E W A N PERWAKILAiN RAKYAT D A E R A H 

PROVINSI S U M A T E R A SELATAN 

dan 

G U B E R N U R S U M A T E R A S E L A T A N 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N DAERAH T E N T A N G ORGANlSASl " DAN TATA KERJA 

S E K R E T A R I A T DAERAH DAN S E K R E T A R I A T D E W A N P E R W A K I L A N 

R A K Y A T b A E k A h l PkOV lMSI S U M a T E R A S E L A T A N . 

B A B I 

• K E T E N T U A N U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang d imaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemer intah adalah P'esicJen 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemer in tahan -^egara 
Flepublik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Ur^dang-L'nofimg 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemer intahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemenntahar^ oien 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 'ogas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam siste da'> 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaga imana dimaKsud 
da lam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ' 945 : 

3. F^emehntah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sahagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan; . 

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 

6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan; 
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7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrva disebut DPRO 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provmsi Sumatera 

Selatan; 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Fiakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bumatera Selatan; 

11. Asisten adalah Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan; 

12.Staf Ahli adalah Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan; 

13. Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan; 

14. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalarr 
struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas 

• pemerintahan dan pembangunan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 
Bagian Pertama 

Kedudukan 
Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan; 

(2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris 
Daerah, berada dl bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur 

daldm m^rlyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan 

lembaga teknis daerah, 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 

Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : 
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a. penyusunan kebijakan pemerintah provinsi; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga lekn s 

daerah provinsi; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah provm*^' 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah provinsi; 

e. pelaksanaari tugas Iain yang diberikan oleh Gubernur sesum 6er:i;,r 

: tugas dan fungsinya. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari : 

a. Asisten : 

1. Asisten Pemerintahan; 

2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat; 

4. Asisten Admlnistr.asi dan Umum, 

b. B i ro : 

(1,} Biro Pemerintahan: 

2. Biro Otonomi dan Kerja Sama; 

3. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

Aj Biro Perekonomian; 

; 5./ Biro Administrasi Pembangunan; 

6. Biro Keuangan; 

fly Biro Kesejahteraan Rakyat; 

8. Biro Penghubung; 

9. ' Biro Pemberdayaan Perempuan; 

f i d .B i ro Organisasi dan Tatalaksana; 

11 . Biro Umum dan Humas; 

12. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset. 

c. Keiompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah sebagaimana terlampir 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 
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BAB IV 

KEASISTENAN 

. Bagian Pertama 

Asisten Pemerintahan 

Pasal 6 

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daei-ah seda 

mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasai 6. As'Sten 

Pemerintahan mempunyai f ungs i ; 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerar d; b - S 'g 
pemerintahan, otonomi daerah dan hukum; 

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di b-na-^g 

pemerintahan,.otonomi daerah dar f t iukum; 

c. pengendal ian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana clan sa'a'^a 

perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonor- ; daerah dan 

hukum; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 8 

Asisten Pemerintahan, terdiri d a r i : 

a. Biro Pemerintahan; 

b. Biro Otonomi dan Kerja,Sama; 

c. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Paragraf 1 

Biro Pemerintahan 

Pasal 9 

Biro Pemerintahan mempunyai tugas member ikan pelayanan ndfi-iioisAa* f 
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daeVab.., 9;&^> 
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan x kebffekar 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di b idan^^' fT^sa'a^ 
fislk dan pertanahan, Kependudukan. tata praja dan pendapatan 
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Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebaga imana d imaksud pada Pasa' • • 

Pemer in tahan mempunya i fungsi : 

a. peny iapan bahan pengkoordinasian perumusan kebi jakan ne^'* 

daerah di bidang prasarana fisik dan per tanahan, kependuduka- ' a : ^ 

praja dan pendapatan; 

b. peny iapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 

b idang prasarana fisik dan per tanahan, kependudukan, tata praja dan 

pendapatan; 

c. peny iapan bahan pengendal ian sumber daya aparatur, keuangan, 

prasarana dan sarana perangkat daerah di b idang prasarana fisik dan 

per tanahan, kependudukan. tata praja dan pendapatan ; 

d . pe laksanaan tugas lain yang diber ikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

Biro Pemer in tahan, terdiri d a r i : - ' 

a. Bagian Prasarana Fisik dan • Per tanahan. membawah i 3 (tiga) 
Subbag ian , yaitu : 

1. Subbagian Keagrar iaan; 

2. Subbagian Prasarana Fisik; 

3. Subbagian Periz inan. 

b. Bagian Kependudukan, membawah i 3 (tiga) Subbagian. yaitu 

1. Subbagian Administrasi Kependudukan ; 

2. Subbagian Catatan Sipil; 

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Pendapatan, membawah i 3 (tiga) Subbagian, yaitu 

1. Subbagian Pendapatan Daerah; 

2. Subbagian Bantuan Provinsi; 

3. Subbagian Pembinaan Pendapatan. 

d. Bagian Tata Praja, membawah i 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Pengembangan Wi iayah; 

2. Subbagian Tata Usaha; 

3. Subbagian Perangkat Wi iayah. 
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Paragraf 2 

Biro Otonomi dan Kerja Sama 

Pasal 12 

Biro Otonomi dan Kerja Sama mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang otonomi 
daerah, perangkat dae rah /hubungan antar pemerintah daerah dan kerja 
sama. 

Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 3 ' o 
Otonomi dan Kerja Sama mempunyai f ungs i : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangKa: 
daerah dl bidang otonomi daerah, perangkat daerah. hubungan an;a' 
pemerintah daerah dan kerja sama; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daor« ' ' 
bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pe^^e- u* 
daerah dan kerja sama; 

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, Keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang otonomi daerah, 
perangkat daerah, hubungan antar pemerintah daerah dan kerja sama; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

Biro Otonomi dan Kerja Sama, terdiri dari : 

a. Bagian Otonomi Daerah, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Penyelenggaraan Urusan Otonomi; 

2. Subbagian Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

3. Subbagian Laporan Pertanggungjawaban. 

b. Bagiarl Perangkat Daerah. membawahi 3 (tiga) Subbagian. yaitu : 

1. Subbagian Perangkat Daerah; 

2. Subbagian Pembinaan Perangkat Daerah; 

3. Subbagian Tata Usaha. 

c. Bdi^iah Hubungan Antar Perriefintah Daerah, membawahi 2 (dua) 
Subbagian, yaitu : 

1. St ibba^ian Hubungan Bidang Pelayanan Umum; 

2. Subbagian Hubungan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam 

d. Bagian Kerja Sama, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; 

2. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; 

3. Subbagian Kerja Sama antar Pemenntah Daerah. 
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Paragraf 3 

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Pasal 15 

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memoe ' ^ a " 
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemennta^a ' -
daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijaKa'^ 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hu ' ' .u" \ 
peraturan perundang-undangan dan hak asasi rnanusia, 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Biro 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi : " 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebi jakan perangkat 

daerah di bidang hukum, peraturan perundiang-undangan dan hak asasi 
manusia; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 
bidang hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; 

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hukum, peraturan 
perundang-undangan dan hak asasi manusia; 

d. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

P a s a M 7 

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari ; 

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi 3 >• 

Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah; 

2. Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur; 

. 3. Subbagian Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
b. Bagian Penyusunan Keputusan Gubernur, rnembawan> ^ . >• 

Subbagian, yaltuo 
1. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daeran 

2. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Teknis Daerah; 
3. Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD. 
c. Bagian Bantuan H u k u n r d a n Hak Asasi Manusia, membawahi 3 (tiga) 

Subbagian, yaitu : 
1. Subbagian Sengketa Hukum; 

2. Subbagian Bantuan Hukum; 

3. Subbagian Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
d. Bagian Dokumentasi Hukum, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Penyuluhan; 

2. Subbagian Dokumentasi ; 
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Bagian Kedua 

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 

Pasal 18 

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas 

pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang ekonomi, 

keuangan dan pembangunan. 

Pasal 19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Rasa "8 
Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fur.gsi 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daera' i &\ b .la'-'g 
ekonomi, keuangan dan pembangunan; 

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang eko'^o'-v 

keuangan dan pembangunan; 

c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembang. na^^ 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang eKonorrv. keuangan 
dan pembangunan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubem. j ' ^.eeuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 20 

Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri dari 

a. Biro Perekonomian; 

b. Biro Administrasi Pembangunan; 

c. Biro Keuangan. 

Paragraf 1 

Biro Perekonomian 

Pasal 21 

Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan adminis'-n'u' 
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah • ^ 
menyiapkan bahan pengkoordinasien perumusan keb' f a 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang oerta ^-

perkebunan,. .kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri v 
perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, ekspio-as A .• 
pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan. 
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Pasal 22 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasn' i' • 
Perekonomian mempunyai fungs i : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat 

daerah dl bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan 

kesenian. industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan 

pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik 

daerah dan perhubungan; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 
bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, 
industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha 

kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan 
perhubungan; 

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pei lanian, 
perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan 
perdagangan. penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecd, 
eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan 
perhubungan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur-sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

Biro Perekonomian, terdiri da r i : 

a. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yai'u 

1. Subbagian Tata Usaha; 

2. Subbagian Evaluasi; 

3. Subbagian Pelaporan, 

b. Bagian Sarana Perekonomian dan Koperasil, membawahi 3 "gf^ 
Subbagian, yaitu ; 

1. Subbagian Koperasi; 

2. Subbagian Perusahaan dan BUMD; 

3. Subbagian Penanaman Modal. 

c. Bagian Produksi Daerah, membawahi 3 Subbagian, yaau 

1. Subbagian Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; 

2. Subbagian Kelautan dan Perikanan; 

3. Subbagian Pertambangan dan Energi. 

d. Bagian Industn dan Pariwisata, membawahi 3 Subbac, 

1. Subbagian industri dan Perdagangan; 
2. Subbagian Transportasi dan Telekornunlkasi; ^^^^ 

3. Subbagian Pariwisata, 
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Paragraf 2 

Bira Administrasi Pembangunan 

Pasal 24 

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan 
administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 

Pasal 25 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada Pasai 24 i\,ic-
Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi : 

a, penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perar^gM* 
daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pernbangunar, 
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

b, penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 

daerah di bidang urusan pembinaan administrasi pembangunan 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 

c, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal26 

Biro'Administrasi Pembangunan, terdiri da r i : 

a. Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Program membawahi 3 (tiga) 
Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

2. Subbagian Tata Usaha; 

3. Subbagian Program. 

b. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi, 
membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu ; 

1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Desentralisasi 

2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Pernbantvj.-v^ 

Kabupaten/Kota, 

c. Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi, 
membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan Dekonsentras 

2. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan tuga^ 
Pembantuan. 
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Paragraf 3 

Biro Keuangan 

Pasal 27 

Biro Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administ-anf 
dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan 
menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perarrgkat daerah di bidang anggaran, 
perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran daerah bawahan 

Pasal 28 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada Pasal 27. Biro 
Keuangan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat 

daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan oelaporan, 
dan anggaran daerah bawahan; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 
daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, 
dan anggaran daerah bawahan; 

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, dan anggaran 
daerah bawahan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai deng^-
tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 

Biro Keuangan, terdiri dar( : 
a. Bagian Anggaran, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Anggaran I; 

2. Subbagian Anggaran II, 
3. Subbagian Tata Usaha. 

b. Bagian Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 
1. Subbagian Perbendaharaan 1; 
2. Subbagian Perbendaharaan 11; 
3. Subbagian Perbendaharaan i l l . 

c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, 
yaitu : 

1. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; 
2. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; 
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III. 

d. Bagian Anggaran Daerah Bawahan, membawahi 2 (dua) Subbagian, 
yaitu : 

1. Subbagian Evaluasi Anggaran Daerah Bawahan; 
2. Subbagian Pembinaan Anggaran Daerah Bawahan, 
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Bagian Ketiga 

Asisten Kesejahteraan RaKyat 

Pasal 30 

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris 
Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan 
mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan lugas dan 
fungsi perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan 
perempuan dan hubungan antar lembaga. 

Pasal 31 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3- , 

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungs i : 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang 
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan hubungan ar^tnr 
lembaga; 

b. penyelenggaraan administrasi pfjrangkal daerah d- bidang 
kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan dan huDurigan antaf 
lembaga; 

c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan 

prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat. 

pemberdayaan perempuan dan hubungan antar lembaga; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya, 

Pasal 'SI 

Asisten Kesejahteraan Rakyat, terdiri da r i : 

a. Biro Kesejahteraan Rakyat; 

b. Biro Pemberdayaan Perempuan; 

c. Biro Penghubung. 

Paragraf 1 

Biro Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 33 

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan p a ' a w i - - * -
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintaha'^ ' ae •• 
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan Ke,'- .a- -
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang agar- a 
pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, 
tenaga kerja, pemuda dan olahraga. 



14 

Pasai 34 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Biro 

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungs i : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat 
daerah di bidang agama. pendidikan dan kebudayaan, bantuan 
kesehatan masyarakat. sosial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di 
bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, bantuan kesehatan 
masyarakat, sbsial, tenaga kerja, pemuda dan olahraga: 

c penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang agama. pendidikan 
dan kebudayaan, bantuan kesehatan masyarakat, sosial, tenaga kerja. 
pemuda dan olahraga; 

d. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri dar i : 

a. Bagian Agama, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian BIna Koagamaan; 

2. Subbagian Urusan Haji; 

3. Subbagian Tata Usaha. 

b. Bagian Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan olahraga niemoawah 3 
(tiga) Subbagian. yaitu : 

1. Subbagian Bina Pendidikan; 

2. Subbagian Bina Kebudayaan. 

3. Subbagian Pemuda dan Olahraga. 

c. Bagian Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Kebersihan dan Kesehatan Masyarakat; 

2. Subbagian Sarana Kesehatan Masyarakat. 

3. Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial. 

d. Bagian Ketenagakerjaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu 

1. Subbagian Pemibinaan Te'.aga Keha; 

2. Subbagian Pendataan Tenaga Kerja; 

Pasal35 

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 
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Paragraf 2 

Biro Pemberdayaan Perempuan 

Rasa! 36 

Biro Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memberikan pelayara-

administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dae^a^ 

dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijaka^' 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang 

pembangunan pemberdayaan perempuan yang mencakup pambordayaB -

kesejahteraan dan keadiian, hak asasi rnariusia, perempuan cs-

kelembagaan pemberdayaan yang inendukung kemajuan perempuan 

Pasal 37 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Biro 
Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat 

daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan yang 

mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadiian, hak asasi 

manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan 

perempuan; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 

daerah di bidang pembangunan pemberdayaan perempuaan yang 

mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadiian, hak asasi 

manusia, perempuan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan 

perempuan; 

c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidarig pembangunan 
pemberdayaan perempuan yang mencakup pemberdayaan,kesolarsa'" 
dan keadiian, hak asasi manusia, perempuan, dan kelembaciaan yang 

mendukung kemajuan perempuan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengari 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 38 

Biro Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 

a. Bagian Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial; 

2. Subbagian Hukum, Politik dan Hak Asasi Manusia, 

3. Subbagian Ekonomi dan Tenaga Kerja. 
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b. Bagian Kualitas Hidup Perempuan, membawahi 3 (tiga) Subbagian 

yaitu : 

1. Subbagian Pendidikan Perempuan; 

2. Subbagian Perlindungan Perempuan; 

3. Subbagian Masalah Sosial Perempuan dan Lingkungan. 

c. Bagian Peran Serta Masyarakat, membavYahi 2 (dua) Subbagian. 

yaitu : 

1. Subbagian Organisasi Perempuan; 

2. Subbagian Lembaga Swadaya Masyarakat; 

3. Subbagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 

d. Bagian Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) 

Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Program dan Evaluasi; 

2. Subbagian Monitoring dan Pelaporan; 

3. Subbagian Tata Usaha. 

Paragraf 3 

Biro Perighubung 

Pasal 39 

Biro Penghubung mempunyai tugas memberikan pelayanan adrmnis* v ' 

dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan 

menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan 

antar lembaga, promosi informasi, pengelolaan mess dan anjungan Taman 

Mini Indonesia Indah. 

Pasal 40 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasai 39, Biro 

Penghubung mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat 

daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi, 

- pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 

daerah di bidang hubungan antar lembaga, promosi informasi. 

pengelolaan mess dan anjungan Taman Mini Indonesia Indah. 
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c. peny iapan- ,bahan pengendal ian sumber daya aparatur, keuangan, 

prasarana dan sarana perangkat daerah di b idang hubungan antar 

lembaga, promosi informasi, pengelo laan mess dan anjungan Taman 

Mini Indonesia Indah. 

d. pe laksanaan tugas lain yang. diber ikan oleh Gubernur sesuai der.gjm 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 41 

Biro Penghubung, terdiri dari : 

a. Bagian Hubungan Antar Lembaga, membawah i 2 (dua) Subbagian 

yaitu : 

1. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Ekuin dan Kes^a 

2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Polkam; 

.3! Subbagian Pelayanan Legislatif dan Eksekutif. 

b. Bagian Promosi dan Informasi, membawah i 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Promosi ; 

2. Subbagian Informasi; 

3. Subbagian Dalam dan Luar Negeri 

0. Bagian Pengelolaan Mess dan An jungan. membawah i 3 (tiga) 

Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Pengelo laan Mess; 

2. Subbagian Pengelo laan An jungan. 

d. Bagian Program dan Pengendal ian, membawah i 3 (tiga) Subbagian, 
yaitu ; 

1. Subbagian Penyusunan Program; 

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Subbagian Tata Usaha. 
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Bagian Keempat 

Asisten Administrasi dan Umum 

Pasal 42 

Asisten Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan 

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi perangkat daerah di bidang administrasi dan umum. 

Pasal 43 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, 
Asisten Administrasi dan Umum mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang 

administrasi dan umum; 

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah dl bidang admini»trB»t 
dan umum; 

c. pengendalian. sumber daya aparatur, keuangan, pembang..nan 

prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang administrast aan 
umum; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai de ga-

tugas dan fungsinya. ••-

Pasal 44 

Asisten Administrasi dan Umum, terdiri dari : 

a. Biro Organisasi dan Tatalaksana; 

b. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; 

c. Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset. 

Paragraf 1 

Biro Organisasi dan Tatalaksana 

Pasal 4!5 

Biro Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan 
administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah 
dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang organisasi 
dan tatalaksana. 



Pasai 46 

Untuk melaksanakan tugas sebaga iman d imaksud pada Pasai 45, B 

Organisas i dan Tatalaksana mempunya i fungsi : 

a. peny iapan bahan pengkoordinasian perumusan kebi jakan pe-a + 

daerah di bidang organisasi , tatalaksana dan perpustakaan, 

b. peny iapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi p e r a - g ' ' ^ ' 

daerah di bidang organisasi , tatalaksana dan perpustakaan; 

c. penyiapan bahan pengendal ian sumber daya aparatur, keuangan, 
prasarana dan sarana perangkat daerah dl b idang organisasi , 
tata laksana dan perpustakaan; 

d. pe laksanaan tugas lain yang diber ikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 47 

Biro Organisasi dan Tatalaksana, terdiri d a r i : 

a. Bagian Ke lembagaan, membawah i 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Lembaga Dinas Daerah; 

2. Subbagian Lembaga Teknis Daerah; 

3. Subbagian Lembaga Selda/Set, DPRD. 

b. Bagian Tata laksana, membawah i 3 (tiga) Subbagian, yaitu ; 

1. Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja; 

2. Subbagian Akuntabi l i tas; 

3. Subbagian Standansasi . 

c. Bagian Anal isa dan Formasi Jabatan, membawah i 3 (tiga) Subbag ar 

yaitu . 

1. Subbagian Anal isa Jabatan; 

2. Subbagian Formasi Jabatan; 

3. Subbagian Perpustakaan 

d. Bagian Pembinaan Aparatur Setda, membawah i 3 (tiga) Subboy dr. 

yaitu : 

1. Subbagian Bina Aparatur Sekretariat Daerah; 

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Subbagian Tata Usaha. 
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Paragraf 2 

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 

Pasal 48 

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 
daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang tata usaha, 
hubungan masyarakat. protokol, rumah tangga dan telekornunlkasi. 

Pasal 49 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ni'^-
Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi ; 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pe^a^g^a' 
daerah dl bidang tata-usaha., hubungan masyarakat, protokol. • . j - ' - a -

tangga dan telekomunikasi; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi oe^s - - - i * 
daerah di bidang tata usaha, hubungan masyarakat, p^oto^G • A-
tangga dan telekomunikasi; 

c. penyiapan bahan pengendalian" sumber daya aparatur, keua- ga" 
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang tata usaha, 
hubungan masyarakat, protokol. rumah tangga dan telekomunikasi; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 50 

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 

a. Bagian Tata Usaha, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Tata Usaha dan Arsip; 
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Subbagian Keuangan, 

b. Bagian Rumah Tangga dan Sand! Telekomunikasi. membawahi 3 (tiga) 
Subbagian. yaitu ; 
1. Subbagian Rumah Tangga; 

2. Subbagian Pelayanan Telekomunikasi; 

3. Subbagian Prasarana Sandi dan Telekomunikasi. 

c. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 
1. Subbagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; 
2. Subbagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi; 
3. Subbagian Audio Visual. 

d. Bagian Protokol. membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu ; 
1, Subbagian Protokol dan Acara; 

2, Subbagian Perjalanan; 
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Paragraf 3 

Biro Per lengkapan dan Pengelolaan Aset 

Pasal 51 

Biro Per lengkapan dan Pengelolaan Aset mempunya i tugas rr.en^.ber-^i^r 
pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemenntanaf^ 

daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebi jakan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat.dtsierah dl b i d a n g p e n y u s u n a n 

program kebutuhan perbekalan, pengelo laan, p e r a w a i a n senia b a h a n 

pembinaan administrasi per lengkapan dan pengelolaan aset 

Pasal 52 

Untuk m e l a k s a n a k a n t u g a s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a P a s a l 5 1 , Biro 

Per lengkapan dan Pengelolaan Aset mempunya i f u n g s i ; 

a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan k e b i j a k a n p e r a n g k a t 

daerah -di bidang penyusunan program k e b u t u h a n p e r b e k a l a n , 

pengelo laan, perawatan serta "-bahan p e m b i n a a n a d m i n i s t r a s i 

per lengkapan dan pengelolaan aset; 

b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat 
daerah di bidang penyusunan program kebutuhan perbekalan, 

pengelo laan, perawatan serta bahan pembinaan admlnisrrasi 

per lengkapan dan pengelolaan aset; 

c. penyiapan bahan pengendal ian sumber daya aparatur, keuanyw-

prasarana dan sarana perangkat daerah dt bidang penyusunan p r o g - i " -

kebutuhan perbekalan, pengelo laan, perawatan serta bahan pembmaa'-' 

administrasi per lengkapan dan pengelolaan aset; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai a© ' ^a 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 53 

Biro Per lengkapan dan Pengelolaan Aset, terdiri d a r i : 

a. Bagian Anal isa Kebutuhan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Penyusunan Program; 

2. Subbagian Data Program dan Evaluasi; 

3. Subbagian Tata Usaha. 

b. Bagian Pengadaan, membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1. Subbagian Harga dan Spesif ikasi Per lengkapan; 

0 Si ihhanien Pelelanoan: 
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c. Bagian Peny impanan dan Distr ibusi, membawah i 3 (tiga) Subbag ian , 

yaitu : 
. 1 . .Subbagian Penyimpanan dan Pemanfaatan ; . • 

2. Subbagian Penghapusan dan Inventar isasi ; 

3. Subbagian Distribusi dan Pelaporan. 

d. Bagian Pengelolaan Aset, membawah i 3 (tiga) Subbag ian . yaitu : 

1. Subbagian Pemel iharaan dan Pengamanan Aset; 

2. Subbagian Angkutan; 

3. Subbagian Pengembangan Aset . 

Bagian Kel ima 

Keiompok Jabatan Fungsional 

Pasal 54 

Keiompok Jabatan Fungsional mempunya i tugas melaksanakan seOagiciM 

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi sesuai dengan keahha^ nan 

kebutuhan. 

Pasa! 65 

(1) Ke iompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud pada Pasal 54, 
terdiri dari se jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi da iam keiompok sesuai dengan bidang keahl iannya. 

(2) Setiap keiompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan ber tanggung jawab 
kepada Sekretaris Daerah 

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) di tentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban tugas. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat (1) diatur sesuai 
peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

BAB V 
TATA Kerja 

Pasal 56 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kep.* a 

Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordioa*: 

integrasi dan sinkronisast baik Intern maupun antar unit orgamsas 

lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya mas ing-masing. 
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Pasat 57 

(1) Daiam hal GubernurAA/akil Gubernur berha langan, Sekretar is Dae-a^* 

melakukan tugas-tugas Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretar is Daerah berhalangan, tugas-tugas para Asisten 

berada dalam koordinasi seorang Asisten yang di tunjuk oleh Gubernur 

dengan memperhat ikan senioritas da lam daftar urut kepangkatan. 

(3) Dalam hal Asisten berhalangan, tugas-tugas Asisten berada dalam 

koordinasi seorang Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretar is Daerah 

sesuai dengan pembidangan Asisten dengan memperhat ikan seniori tas 

dalam daftar urut kepangkatan, 

Pasat 58 

A tas dasar per t imbangan daya guna dan hasil guna, mas ing-masing 

pejabat da lam l ingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dapat 

mende legas ikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat 

set ingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang ber laku. 

Pasal 59 

Set iap pimpinan satuan organisasi da iam l ingkungan Sekretariat Dso^ar. 

Provinsi ber tanggung jawab memlmpin dan mengkoordmasik'a'- ' 

bawahannya masing-masing serta member ikan b imbingan dan petu^'o^'-

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 60 

(1) Setiap p impinan dalam satuan organisasi waj ib mer gikuti dan 

memenuh i petunjuk-petunjuk dan bertangguno lawao -^ecada atasan 

masing-masing serta menyampaikan laporan berkaia tepat paca 
waktunya. 

(2) Set iap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahannya wajib diolah dan d ipergunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan lebih lanjul dan untuk member ikan petunjuk kepada 

bawahannya. 
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BAB \n 

STAF AHLI G U B E R N U R 

Pasal 61 

(1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat d ibantu paling b a n y a k 5 

(l ima) orang Staf Ahli, 

(2) Staf Ahl i d iangkat dan diberhent ikan oleh Gubernur dan Pegawai N e g e n 

Sipil. 

(3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur, d i tetapkan oleh Gubernur c j a 

tugas dan fungsi perangkat daerah. 

(4) Staf Ahl i Gubernur merupakan jabatan struktural aseion II a, 

(5) Staf Ahl i dalam melaksanakan tugasnya secara ad '^^irvs' ' 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(6) Nomenklatur Jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari : 

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahl i Bidang Pemer intahan; _,. -

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan^ . 

d. Staf Ahli Bidang Kemdsyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuclngan. 

(7) Tugas Staf Ahl i : 

a. Staf Ahli Bidang HUkum dan Politik mempunya i tugas member ikan 

te la^han mengenai hukum dan politik; 

b. Staf Ahl i Bidang Pemerintahan mempunya i tugas member ikan 
te iaahan mengenai pemer intahan; 

c. Stdf Ahli b idang Rembangun^h mempunya i tugas member ikan 

tetaahan mengenai pembangundr i ; 

d . Stdf Ahli fiidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manus ia 

mempunya i tugas member ikan te iaahan mengena i kemasyarakatan 

dan sumber daya manusia; 

e. Staf Ahl i Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunya i tugas 

member ikan te iaahan mengenai ekonomi dan keuangan 

(8) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja P e r a n g k j ; Dae 'an 

bersifat konsultasi dan koordinasi . -< t * 
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BAB VI!, 

SEKRETARIAT D E W A N P E R W A K I L A N RAKYAT 

DAERAH PF(OVINS! 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

, - •. ^ • Pasal 62 

(1) Sekretar iat Dewan Perwaki lan F^akyat Daerah merupakan unsur 

pe layanan terhadap Dewan Perwaki lan Fkakyat Daerah Provinsi da lam 

menye lenggarakan tugas, fungsi dan kewaj ibannya. 

(2) Sekretar iat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang 

Sekretar is Dewan Penwakilan Rakyat Daerah dan secara teknis 

operasional berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administrat i f ber tanggung jawab kepada Gubernur 

melalui Sekretar is Daerah. 

Tugas Pokok 

P a s a f e s 

Sekretar is Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah mempur\yai t . ^ a t 
menye lenggarakan administrasi kesekretar latan, administrasi keuangan 
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyed iakan ^,©r-a 

mengkoord inas ikan tenaga ahli yang diper lukan oleh DPRD sesuai de -ga- . 
kemampuan keuangan daerah provinsi. 

• Fungsi 

Pasai 64 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 63, 
Sekretar iat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah mempunya i fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi kesekretar latan Dewan Perwaki lan 

Rakyat Daerah Provinsi; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. penye lenggaraan rapat-rapat DPRD; 

d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diper lukan oleh 

DPRD. 



26 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi • 

Pasal 65 

a. Bagian U m u m , m e - c a v . - a - 3 T ga, Sudsag an. yadu : 

1. Subbagian Tata Usaha; 

2. Subbagian Per lengkapan; 

3. Subbagian Rumah Tangga. 

b. Bagian Persidangan dan Risalah, membawah i 3 (tiga) Subbagian 

yaitu : 

1. Subbagian Risalah; 

2. Subbagian Persidangan; 

3. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan. 

c. Bagian Keuangan, membawah i 3 (tiga) Subbagian. yaitu : 

1. Subbagian Anggaran; 

2. Subbagian Verif lkasi dan Pembukuan; 

3. Subbagian Perbendaharaan, 

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawah i 3 (tiga) 
Subbagian, yaitu : 

i 1. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan; 

2. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga; 

3. Subbagian Pelayanan dan Asplrasl Masyarakat, 

Bagian Ketiga 

Tata Kerja 

Pasal 66 

Sekretariat Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah da lam menja lankan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara 
administrati f dibina oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 67 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Perwaki ian Rakyat 
Daerah, para Kepala Bagian dan Subbagian menerapkan p'lns.p 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. ' > 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi da lam l ingkungan S e l y l J ^ j r i & L D ^ a n 
Perwaki lan Rakyat Daerah bertanggung jawab mgV^i i f ip^^ ^dan 
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dar'vJ.rnerpb^fjkan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawaharft^J^S': 
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BAB XI 

• KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mplai berlaku, Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan 
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan {Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) dan peraturan peiaksanaannya 
yang mengatur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • 

(2) Hal-hal *yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai peiaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Gubernur. 

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memer in tahkan" pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan. 

Pasa l74 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal i^' J w i i 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 33 Jxmi 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ( 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SEUATAN 

TAHUN 2008 NOMOR .XAm. D 



.•,:y~ V A L T ' A K '-M- Z' 
DfHO P K U V I N S i S U M A T E R A S E L A T A N 

S U M A T E N A SEuAi AN 
NOMOR ; 6 T « ! D B ; 'ZO'.O 
TANGGAL : J I I^HT-l' 2 0 1 0 

STAF AHU 

GUBERNUR 1 • " • GUBERNUR 1 • " • 
DEWAN PERWAKILAN 

WAKIL GUBERNUh RAKYAT DAERAH 

KELOMPOIt 
JABATAN FUNOSlONAt 

BBS j U A * Al I 

SEKRETARIAT DAF,f<AH 

SEKRETARIAT 
DPRD 

BAGIAN 

UMJM 

SUDBAGIAN 

TATA USAItA 

SUSIIACIAN 

1 L E N C ' A F A A 

B1.IWAH 
TANGCA 

B A G I A N 
BEfiSltlAHGAH 

DAN 
teaiDLAEi 

i i f 



..rl ammaamsmix.:. 

S Ti S Ti 



Cj 

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI 

A M A H A S I S W / f ^ ^ ' E R L I Z A PEMBIMBING 

1/NIM 2^2006 139 KETUA Drs- SL'NARDI, S.E.,M.Si 

JSAN AKUNTANSI ANGGOTA 

JL S K R I P S I PENGARUH RASIO E F E K T I V I T A S PENDAPATAN ASLI D A E R A H , DANA 
A L O K A S I UMUM DAN DANA A L O K A S I KHUSUS T E R H A D A P T I N G K A T 
KEMANDIRIAN K E U A N G A N D A E R A H PADA PEMERINTAHAN 
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN 

TGUBL/TH 
KONSULTASI M A T E R I Y A N G D t B A H A S 

P A R A F P E M B I M B I N G 

K E T U A A N G G O T A 
K E T E R A N G A N 

22 - Pfe - ^010 

9b ' Cfc- 90(0 

3o - <?fo - Po/o 

5 _ 07 - 50/0 

13 - 07- a5/c 

•Z3 - 0 7 - W 

7S6jy (7 ^ 7 e 9 ; 

(8 - <^'dG{o 

\ T A N 

siswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 
in terhltung sejak tanggal ditetapkan 

Di keluarkan di ; Palembang 
Pada tanggal : 2A I I 

a.n. Dekan 
Ketua Jurusan, 

Drs. SUNARDI, S.E.,M.Si 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Kapten A. Rivai Palembang 30129 

Palembang, ig Agustus 2010 

Nomor : 900M5^.affU/VI/2010 Kepada 
Lampiran : - Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi 

Hal Penyelesaiaan Riset Universitas Muhammadiyah 

Palembang 
di 

Palembang 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 777/G-17/FE-UMPM2010 tanggal 

09 Juni 2010, perihal Bantuan Data. 

Bersama ini kami kembalikan mahasistwi a.n. Eni Eriiza yang telah selesai 

melaksanakan tugasnya menghimpun Data APBD Kab./Kota pada Biro Keuangan dan 

Aset Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai syarat penyusunan skripsi pada 

Universitas Muhammadiyah Palembang, 

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan 

terimakasih. 



FAKULTAS EKONOMI 

As m 

UNIVERSITAS MUHA YAH PALEMBANG 

<55 _ 425/J-10/FE-UMP/SHAmiI/2010 

D I B E R I K A N K E P A D A : 

NAMA 
NIM 
JURUSAN 

ENI E R L I Z A 
222006139 
Akuntansi 

Yang dinyatakan L U L U S Membaca dan Hafalan A l - Qur'an 
di Fakultas Ekonomi Umversitas Muhammadiyah Palembang 

Dengan Predikat M E M U A S K A N 

Palembang, 23 Agustus 2010 

VngguCddn IsCdm 

an. Dekan 

mbantu Dekan 



UNIVERSriAS MUHAMMADIYAH RILEMBANG 
FAKUITAS EKCMMI 

AKREfXTAS 

•AO J-5z;BAN-PT:Ak-!V'Dpi.ittw5a04 ig) 

^̂ 3^̂  c^.^"^ 4l;i ̂  s 

L E M B A R P E R S E T U J U A N ^ R B A I K A N SKRIPSI 

iad/TsQggBl 

Vddu 

4ama 

md 

(data Ktdtah Pokok 

FudiH Skripsi 

Jum'at, 27 Agustus 2010 

09.00 W I B 

ENI E R L I Z A 

22 2006 139 

Akuntansi 

Akuntansi Sektor Publik 

P E N G A R U H R A S I O E F E K T I V I T A S PENDAPATAN ASLS D A E R A H , 
DANA A L O K A S I L M U M DAN DANA A L O K A S I K H U S U S T E R H A D A P 
T I N G K A T K E M A N D I R I A N K E U A N G A N D A E R A H PADA 
P E M E R I N T A H A N K A B U P A T E N / K O T A DI PRIPINSI S U M A T E R A 
S E L A T A N 

T E L A H M m t B A H a DAN D I S E T U J U I O U H T I M PENGUJI DAN PEMBIMBING 

S U O P S I DAN DIPEBKENANKAN UNTUK M E N G D O m WISUDA 

N A M A M 6 B N JABATAN TANGGAL 
r U M l i l U J P A N 

TAIOA 

Drs. Suaaidi, S E . , M.Si 
Drs. Sunardi, SR. . M.Si Kten iP0 i«a} l dur 

Mizan, S E . , Ak.« M.Si Pangafll 

M. Orfea Kgniawmu S E . . S B 

PBleaib«ng,f^t Sqptember 2010 

AiLDofan 



Lampiran 6 

Nama 

Tempat Tanggal Lahir 

Jenis Kelamin 

Alamat 

Telepon 

Pekerjaan 

Nama Orang Tua 

1. Ayah 

2. Ibu 

Pekerjaan Orang Tua 

1 .Ayah 

2. Ibu 

Alamat Orang Tua 

1. Ayah 

2. Ibu 

BIODATA PENULIS 

: Eni Eriiza 

: Rimba Ukur, 02 Desember 1988 

: Perempuan 

: JL. Letnan Murod No. 760 RT 11 RW 04 K M 5 

Palembang 

:(0711)413267/08127325608 

; Mahasiswa 

: Iskandar 

: Mursida 

: Wiraswasta 

: IbuRT 

:SDA 

:SDA 


